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“Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh” 
 Alhamdulillah, segala puji dan syukur atas rahmat, hidayah, dan 
karunia yang telah dilimpahlan oleh Allah SWT dalam kehidupan penulis, 
hingga dapat merampungkan penyusunan skripsi sebagai salah satu 
syarat dalam penyelesaian studi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. 
 Tak lupa juga haturkan shalawat dan salam kepada Nabiullah 
Muhammad SAW yang telah memberikan keteladan dan kegigihan dalam 
membawa umatnya ke masa terang yang benderang yang selama ini 
menjadi suri tauladan bagi penulis serta kepada seluruh keluarga, 
sahabat, dan penerus beliau. 
 Penelitian yang menyangkut judul “ Efektifitas Pelayanan 
Pemerintah di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidrap”adalah 
sebuah hasil tulisan yang mempaparkan tentang bagaimana kondisi, 
pelaksanaan, pelayanan yang diberikan oleh aparat serta melihat 
bagaimana penilaian masyarakat terhadap kinerja aparat setempat telah 
memberikan pengalaman dan pelajaran tersendiri. Penyelesaian  
penyusunan skripsi ini tentunya masih jauh dari kesempurnaan 
disebabkan keterbatasan waktu dan adanya beberapa kendala yang lain 
selama penelitian ini. Namun setidaknya bisa menjadikan pembelajaran. 
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Dalam penyusunan skripsi ini, penulis tidak terlepas dari berbagai 
rintangan, mulai dari pengumpulan literatur, pengumpulan data sampai 
pada pengolahan data maupun dalam tahap penulisan.  Namun, dengan 
kesabaran dan ketekunan yang dilandasi dengan rasa tanggung jawab 
selaku mahasiswa dan juga bantuan dari berbagai pihak, baik materil 
maupun moril.  Olehnya itu dalam kesempatan ini izinkanlah penulis 
mengucapkan terima kasih yang tak terhinggah kepada Orang Tua yang 
tercinta yaitu Ayahanda Faisal Majid, SE dan Ibunda Hj.ST.Nahajar 
yang tak henti – hentinya telah memberikan dorongan moril dan materil 
kepadaku dalam menempuh pendidikan selama ini, tak ada kata yang 
bisa mewakili rasa terima kasih dan sayang ananda. Dan Saudariku satu 
– satunya yang tersayang Sitti Alya Hartina terima ksih banyak bantuan 
dan supportnya selama ini  Semoga Allah melimpahkan rahmat dan 
karunia – Nya bagimu.. Pada kesempatan ini pula penulis mengucapkan 
terima kasih yang sedalam – dalamnya kepada yang terhormat :  
1. Rektor Universitas Hasanuddin, Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Paturusi, 
Sp.B., Sp.B.O 
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Bapak Prof. Dr. H. 
Hamka Naping, M.A 
3. Bapak Dr. Muhammad, S.IP., M. Si, selaku Ketua Jurusan Ilmu 
Politik dan Ilmu pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.   
4. Ketua Program Kerjasama Ilmu Pemerintahan Bapak Drs. A.M. 
Rusli, M.Si.   
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5. Bapak Dr. Samsu Alam, M.Si selaku Wakil Dekan III dan selaku 
Pembimbing I dalam menyelesaikan skripsi ini, yang saya anggap 
juga sebagai orang tua di kampus dan telah banyak membantu 
saya selama kuliah di jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Sosial 
dan Politik Universitas Hasanuddin. 
6. Dr. Muhammad Tamar, M.Psi selaku Pembimbing II, yang telah 
meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan 
penulis sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.   
7. Buat Ibu Kasma, Ibu Hasna, Ibu Ijah, Ibu Irma, Ibu Nanna, Pak 
Mursalim, yang telah membantu penulis dalam pengurusan 
administrasi di Jurusan Politik dan Pemerintahan.   
8. Kepala Daerah Kab. Sidenreng Rappang H. Rusdi Masse, Kepala 
Dinas Cipta KaryaDr. Haikal Ali Wahab, SE, MTP, Sekretaris 
Catatan Sipil Drs. Rusli Majid beserta stafnya, Kepala Kecamatan 
Maritengngae beserta stafnya, Kepala Kelurahan Wala beserta 
stafnya, Kepala Kelurahan Rijang Pittu beserta stafnya, dan Kepala 
Desa Sereang beserta stafnya. 
9. Keluarga Besar dari Ayahanda H. Abdul Majid Langki, BA dan Hj. 
Darwisa dan terkhususnya untuk Ir. H. Hasbi M Tawab, SH. MM 
dan Hj.Suryani Majid, S. Sos terima kasih atas bantuannya selama 
ini dalam memberikan doa, spirit, nasehat, dan bantuan moril 
maupun materil.   
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10. Keluarga Besar dari Ibunda Alm H.Yusuf Pase dan Hj.Nurhayati 
Yusuf terima kasih atas bantuannya selama ini dalam memberikan 
doa, spirit, nasehat, dan bantuan moril maupun materil. 
11. Saudara - saudari Zengketa 08 Agit, Fikar, Endy, Iyan, Irwanto, 
Mamat, Mail, Jaka, Yusuf, Jaka, Pai, Hidri, reza, Ka’bahar, 
Ka’darwin, Ishaq, resky, dan terkhususnya kepada saudara – 
saudari weslife yang bermuka dua Ardyanto Darmawan 
Burhanuddin, Abdurahman Geger, Faturrachman S Radiman, 
Puang Fahrul Islam, dan kiky resky baelong. Kurang – kurangi itu 
Cebeli orang!!!!!!!hahhhhhh...... tetapi pokoknya we will stand 
together as a brotherhood wherever and whenever it is.      
12. Teman – teman seperjuangan sejak TK – Samapi Perguruan Tinggi 
A. Bahdar Bahar, Muh. Irvan Taufik, Ewink Lontara, Reza Asra 
Sanabong, Zulkifli Kadir, Muh.Yusri Yunus, Imam Taufik Imran, 
Ichal Chyko, Muh. Afriady Tamrin, Malik Mustapeng, Ronal Igi 
Putra, Ardyansyah Hamid, Sudarmin Saharmin, Agus Lengkong, 
Fahruddin Basruddin, Heril, Muhlis Tarenre, Akmal Tipu. 
Perjuangan bukan sampai disini broo mari kita Lanjutkan 
menggapai Impian Masa Depan yang Cerah!!! 
13. Rekan – rekan KKN Unhas Gelombang 80 Kab.Barru Kec. Barru 
thanks semua.  Khusus Andi Alamsyah Citra Negara, Inshar Muin, 
Ari, Bom – Bom, Citra dan Liri Skolastika thanks atas 
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kebersamaannya yang penuh kenangan di desa yang kesenangan 
dan kebosanan selama KKN 
14. Tak lupa for Special one yang selama kuliah tak henti- hentinya 
memberikan semangat moril dan doanya dan sampai sekarang pun 
tak henti – hentinya memberikan support untuk menggapai cita – 
cita yang saya impikan . Thansk before Wahyuni Mahmud   
15. Dan kepada seluruh pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu 
persatu, yang patut    mendapatkan ucapan terima kasih.   
Demikianlah kata pengantar ini penulis paparkan, seluruhnya 
penulis serahkan kepada Allah SWT, untaian doa keselamatan dan 
kesejahteraan atas mereka yang telah memberikan bantuan kepadaku, 
karena aku hanyalah insan yang penuh dengan keterbatasan yang hanya 
mampu mengucapkan “TERIMA KASIH”.   
 
 
Makassar, Mei  2012 
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Muhammad Safitrah Arifin, Nomor Pokok E121 085 19, Program 
Studi Kerja Sama, Jurusan Ilmu Politik/Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial 
dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, menyusun skripsi dengan judul“ 
Efektifitas Pelayanan Publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten 
Sidenreng Rappang”,  di bawah bimbingan oleh ( Dr. H. A. Samsu Alam, 
M.Si. dan Dr. Muhammad Tamar, M.Psi.) 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan 
tentang bagaimanakah efektifitas pelayanan KK, KTP, dan AK di 
Kecamatan Maritengngae dan faktor – faktor yang mempengaruhi 
terhadap efektifitas pelayanan KK. KTP, AK di Kecamatan Maritengngae. 
Dari segi akademik diharapkan bermanfaat bagi perkembangan ilmu 
pemerintahan.  
Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan yang 
memberikan gambaran mengenai efektifitas pelayanan KK, KTP, dan AK 
di Kecamatan Maritenggae Kabupaten Sidenreng Rappang. Teknik 
pengumpulan data  menggunakan teknik obesrvasi, interview atau 
wawancara, dan media kuesioner dengan memilih informan yang 
berperan dan terlibat secara teknis maupun fungsional dalam pemberian 
pelayanan terhadap masyarakat. Data yang diperoleh selanjutnya 
dianalisis secara kualitatif dan didukung oleh data kuantitatif.   
 Dari hasil penelitian menggambarkan bahwa pelaksanaan layanan 
khusunya di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil 
dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada dan peraturan yang telah 
ditetapkan dengan melihat beberapa indikator pelayanan seperti 
kesederhanaan berada pada kategori sangat aman dengan penilaian 
6,67%, kejelasan dan kepastian tata cara pelayanan dan biaya tarif 
berada kategori Sesuai dengan nilai 88,33% dan 70%, keamanan dan 
kenyamanan sarana dan prasarana berada pada kategori aman dan 
nyaman dengan nilai 65% dan 73,33%, keterbukaan mengenai    
kemudahan memperoleh informasi dan ketentuan pelayanan pada 
kategori mudah dan mudah dan dijelaskan jika diminta dengan nilai 
71,67% dan 63,33%, ekonomis tentang biaya tarif KK, KTP,AK  berada 
kategori Rp 10.000 – Rp 15.000, keadilan yang merata dengan nilai  60%, 
ketepatan waktu berada pada kategori 1 – 2 hari, dan efisiensi berada 
pada kategori tepat dengan nilai 80%. Dan faktor – faktor yang 
mempengaruhi pelayanan yaitu 1) sumber daya aparatur, 2) sarana dan 









1.1 . Latar Belakang 
Pemerintah pada awalnya dibentuk untuk menghindari keadaan 
dimana sebuah wilayah yang dihuni oleh masyarakat serba mengalami 
kekacauan. Aktifitas pemerintah dalam upaya memelihara kedamaian dan 
keamanan suatu wilayah menjadi kewenangan utama baik secara internal 
maupun eksternal. Sebagaimana tujuan utama dibentuknya pemerintah 
adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban dimasyarakat bisa 
menjalani kehidupannya secara wajar. Dengan kata lain, pada hakikatnya 
adalah pelayanan kepada masyarakat yang merupakan fungsi primer dari 
pemerintah.   
Dalam mengahadapi era globalisasi yang penuh tantangan dan 
peluang, aparatur negara sebagai pelayan masyarakat yang memberikan 
pelayanan sebaik – baiknya menuju good governence. Pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat setiap waktu selalu menuntut pelayanan 
publik yang berkualitas dari birokrat yang dilakukan secara transparan dan 
akuntabilitas. 
Berangkat dari fakta sementara, saat ini konsep desentralisasi dan 
otonomi daerah diartikulasikan oleh daerah untuk hanya terfokus pada 
usaha menata dan mempercepat pembangunan di wilayahnya masing-
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masing.Penerjemahan seperti ini ternyata belum cukup efisien dalam 
meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. 
Dalam konteks negara modern, pelayanan publik telah menjadi 
lembaga dan profesiyang semakin penting. Ia tidak lagi merupakan 
aktivitas sambilan, tanpa payunghukum, gaji dan jaminan sosial yang 
memadai, sebagaimana terjadi di banyak negaraberkembang pada masa 
lalu. 
Sebagai sebuah lembaga, pelayanan publik menjamin 
keberlangsungan administrasinegara yang melibatkan pengembangan 
kebijakan pelayanan dan pengelolaansumberdaya yang berasal dari dan 
untuk kepentingan publik. 
Sebagai profesi,pelayanan publik berpijak pada prinsip-prinsip 
profesionalisme dan etika sepertiakuntabilitas, efektifitas, efisiensi, 
integritas, netralitas, dan keadilan bagi semuapenerima pelayanan. 
Pelayanan merupakan tugas utama bagi aparatur negara sebagai 
abdi negara dan abdi masyarakat. Tugas ini secara jelas telah digariskan 
dalam pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea Ke empat, yang 
meliputi empat aspek pelayana pokok aparatur terhadap masyarakat yang 
berbunyi : Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah 
Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan 
kehidupan bangsa. 
Pelayanan publik merupakan salah satu tugas penting yang tidak 
dapat diabaikan oleh pemerintah daerah sebab jika komponen 
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pelayananterjadi stagnasi maka hampir dipastikan semua sektor akan 
berdampak kemacetan oleh sebab itu perlu ada perencanaan yang baik 
dan bahkan perlu diformulasikan standar pelayanan pada masyarakat 
sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat pada 
pemerintah daerah. 
Sebagai konsekuensi dari pelaksanaan Otonomi Daerah terlebih 
setelah ditetapkannya Undang – Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintahan Daerah diberi kewenangan 
yang demikian luas oleh pemerintah pusat untuk mengatur rumah tangga 
daerahnya sendiri, termasuk didalamnya adalah pemberian pelayanan 
kepada masyarakat di daerahnya. Namun berbagai isu yang muncul di 
kalangan masyarakat, ternyata hak pelayanan yang diterima oleh 
masyarakat terasa belum memenuhi harapan semua pihak baik dari 
kalangan masyarakat umum maupun dari kalangan pemerintah sendiri.  
Perbaikan kinerja birokrasi pelayanan publik akan mempunyai 
implikasi luas terutama dalam tingkat kepercayaan masyarakat kepada 
pemerintah sedangkan kurang baiknya kinerja birokrasi selama ini 
menjadi salah satu faktor penting yang mendorong munculnya krisis 
kepercayaan  masyarakat kepada pemerintah. Pelayana masyarakat yang 
diberikan oleh aparatur pemerintah seringkali cenderung rumit seperti : a) 
Tata cara pelayanan, b) Rendahnya pendidikan aparat, c) Disiplin kerja. 
Hal ini sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan umum di daerah. 
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Jadi tidak heran lagi sering mendengarkan tuntutan perubahan 
sering ditujukan kepada aparatur pemerintah, menyangkut pelayanan 
publik yang di berikan kepada masyrakat. Rendahnya mutu pelayanan 
publik merupakan citra buruk pemerintah di tengah masyarakat. Dan bagi 
masyarakat yang pernah berurusan dengan birokrasi selalu mengeluhkan, 
dan kecewa terhadap tidak layaknya aparatur dalam memberikan 
pelayanan.  
Pelayanan masyarakat dapat dikategorikan efektif apabila 
masyarakat mendapatkan kemudahan pelayanan dengan prosedur yang 
singkat, cepat, tepat dan memuaskan. Keberhasilan meningkatkan 
efektifitas pelayanan umum ditentukan oleh faktor kemampuan 
pemerintah dalam meningkatkan disiplin kerja aparat pelayanan. 
Khususnya Pemerintah Kecamatan Maritengngae dituntut untuk 
mewujudkan disiplin kerja perangkat Kecamatan dalam upaya 
peningkatan efektifitas pelayanan. Masalah nyata proses pelayanan 
Umum, terutama pengurusan serta pengantar pembuatan Kartu Tanda 
Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK), dan  Akta Kelahiran, dirasakan 
masih berbelit dan tak terkendali secara efektif. Eksistensi efektifitas 
pelayanan umum ini diasumsikan karena pengaruh tingkat disiplin kerja 
aparat pemerintah, sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk 
mengetahui besarnya pengaruh disiplin kerja aparat pemerintah terhadap 
efektifitasnya pelayanan umum, khususnya di Kecamatan Maritengngae 
Kabupaten Sidenreng Rappang. 
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Peran pemerintah yang strategis, akan banyak ditopang oleh 
kemampuan aparat pemerintah melaksanakan tugas dan fungsinya. Salah 
satu tantangan besar yang dihadapi pemerintah adalah kemampuan 
melaksanakan kegiatan secara efektif dan efisien, karena selama ini 
aparat pemerintah identik dengan kinerja yang berbelit  - belit penuh 
dengan KKN serta tidak ada standar yang pasti. 
Seiring dengan pelasanaan otonomi daerah, kabupaten Sidenreng 
Rappang sebagai salah satu daerah otonom selalu dituntut untuk 
memeberikan kesejahteraan kepada masyarakat, bangsa dan negara 
yang mencerminkan lewat kinerja aparat pemrintah dalam memberikan 
pelayanan kepada masyarakat yang sesuai dengan perkembangan 
teknologi dan pertumbuhan serta peningkatan kebutuhan dasar 
masyarakat. Titik berat otonomi daerah saat ini adalah desa atau 
kecamatan, dimana pelayanan yang paling dekat dengan masyarakat dan 
secara langsung. Oleh karena itu,. Pelaksanaan pelayanan publik sangat 
penting untuk diperhatikan.  
Bertolak dari kondisi objekti tersebut maka penulis tertarik untuk 
melakukan penelitian ; “Efektifitas Pelayanan Pemerintah di 
Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang”  
1.2. Rumusan Masalah 
Untuk memberikan arah yang jelas tentang pembahasan atau 
analisa yang dilakukan dalam proposal penelitian ini, maka penulis 
mengemukakan beberapa rumusan masalah : 
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1. Bagaimanakah efektivitas pelayanan KK, KTP, dan Akta Kelahiran 
diKecamatan Maritengngae ?  
2. Faktor – faktor apakah yang mempengaruhi efektifitas pelayanan 
KK, KTP, dan Akta Kelahiran di  Kecamatan Maritengngae ? 
1.3. Tujuan Penelitian 
1. Untuk mengetahui efektifitas pelayanan KK, KTP, dan Akta                     
Kelahiran di Kecamatan Maritengngae 
2. Untuk mengetahui faktor – faktor yang mempengaruhi KK, KTP, 
dan Akta Kelahiran di Kecamatan Maritengngae 
1.4 . Kegunaan Penelitian 
a) Dapat memberikan bahan masukan kepada pemerintah Kecamatan 
Maritengngae dalam meningkatkan peran pemerintah terhadap 
pelayanan  kepada masyarakat.  
b) Dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan pada 
umumnya dan ilmu pemerintahan pada khususnya. 
c) Lebih mengembangkan cakrawala berpikir penulis dan menerapkan 





1.5. Kerangka Konsep 
Pada dasarnya dibentuknya pemerintahan bertujuan untuk 
menjaga suatu sistem Hakikatnya pemerintah modern adalah pelayanan 
kepada masyarakat. Pemerintah tidaklah diadakan untuk melayani dirinya 
sendiri tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang 
memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan 
dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama.  
Dalam kajian penelitian ini, dari berbagai tugas – tugas pokok  
pemerintahan, tentunya penulis banyak mengarah kekajian tentang tugas 
pokok pelayanan oleh aparat pemerintah itu sendiri, dalam hal ini 
pelayanan publik.  
Adapun pelayanan publik menurut undang–undang Republik 
Indonesia Nomor 25 tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) bahwa Pelayanan publik 
adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan 
kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan 
setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan 
administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.  
Dalam hal ini posisi aparat pemerintahan sebagai pihak memeberi 
pelayanan hendaknya mengetahui cara pelayana umum. Berkenaan 
dengan itu dalam hubungannya dengan mengapa pelayanan itu 
dilakukan, Moenir ( 1995 : 16) meendifinisikan pelayanan sebagai 
kegiatan yang dilakukan oleh seorang/kelompok orang dengan landasan 
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faktor materil melalui sistem prosedur dan metode tertentu dalam rangka 
usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan hatinya. Untuk itu 
ada beberapa faktor yang kemudian bisa mempengaruhi pelayanan itu 
sendiri yaitu : pertama, sumber daya  aparat, kedua,kesadaran 
masyarakat, ketiga, faktor sarana dan prasarana. 
Seperti pendapat yang telah diuraikan oleh David Obsborn dan Ted 
Gaebler (1992:17) dalam Budiarto dkk, melalui konsep reinventing 
government menjelaskan bahwa pemerintah dalam menghasilkan 
pelayanan/jasa publik hendaknya memperhatikan kebutuhan dan 
keinginan masyarakat ( costumer driven government) agar pelayana/jasa 
tersebut dikonsumsi oleh masyarakat secara memuaskan.keputusan 
masyarakat  pelanggan untuk mengkonsumsi atau tidak mengkonsumsi 
pelayanan/jasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, termasuk diantaranya 
persepsi/tanggapan mereka terhadap kualitas pelayanan. 
Adapun yang dikemukakan oleh Moenir bahwa “ pelayanan publik 
adalah kegiatan yang dikemukakan oleh pihak yang ditujukan untuk 
memenuhi kepentingan orang banyak.”  Substansi pelayanan publik selalu 
dikaitkan dengan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau 
kelompok orang atau instansi tertentu untuk memberikan bantuan dan 
kemudahan kepada masyarakat dalam rangka ,mencapai tujuan tertentu. 
Pelayanan publik ini menjadi semakin penting karena senantiasa 
berhubungan dengan khalayak masyarakat ramai yang memiliki 
keanekaragaman kepentingan dan tujuan. Oleh karena itu 
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institusipelayanan publik dapat dilakukan oleh pemerintah maupun non-
pemerintah. 
Berdasarkan prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan 
dalam keputusan Me.PAN Nomor: 25 tahun 2004, yang kemudian 
dikembangjan menjadi 14 unsur yang “relevan,valid, dan reliable. Sebagai 
unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan 
masyarakat adalah sebagai berikut : 
a. Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan 
pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari 
sisi kesederhanaan alur pelayanan. 
b. Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan 
administratif yang diperlukan untuk mendapatkan 
pelayanan yang sesuai dengan jenis pelayanan. 
c. Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan 
kepastian petugas yang memeberikan pelayanan ( nama, 
jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawabnya). 
d. Kedisplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan 
petugas dalam memeberikan pelayanan terutama 
terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang 
berlaku. 
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e. Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan 
wewenang dan tanggung jawab petugas dalam 
penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan. 
f. Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian 
dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memeberik
an/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat. 
g. Kecepatan pelayanan, yaitu target waktu pelayanan 
dapat diselesaikan  dalam waktu yang telah ditentukan 
oleh unit penyelenggaraan pelayanan. 
h. Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan 
pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status 
masyarakat yang dilayani. 
i. Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu siakp dan 
prilaku petugas dalam memeberikan pelayanan kepada 
masyarakat secara sopan da ramah serta saling 
menghargai dan menghormati. 
j. Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan 
masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan 
oleh unit pelayanan. 
k. Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara 
biaya yang dibayarkan yang telah ditetapkan. 
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l. Kepastian jadwal pelayanan yaitu, pelaksanaan waktu 
pelayanan sesuai dengan ketentuan yang telah 
ditetapkan. 
m. Kenyamanan lingkungan, yaitu kondisi sarana dn 
prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur 
sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 
penerima pelayanan. 
n. Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat 
keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan 
ataupun sarana dan prasarana yang digunakan. 
Dari ke 14 unsur tersebut diatas penulis mengambil tujuh 
kategori yang dijadikan pedoman penilaian yaitu : 
a. Kesederhanaan. ( mudah dipahami, sederhana, dan 
cepat) 
b. Kejelasan dan kepastian ( prosedur jelas dan mudah 
dipahami). 
c. Keamanan ( aman dan kepastian hukum) 
d. Keterbukaan (mudah diketahui dan dipahami). 
e. Ekonomis ( murah dan terjangkau) 
f. Keadilan (tidak membedakan) 
26 
g. Ketepatan waktu ( cepat dan sesuai target). 
Berangkat dari konsep tersebut dan penjelasan pelayanan publik 
tentang bagiamana pelayanan itu diberikan sesuai dengan haknya, maka 
dalam tatanan implementatif akan memunculkan tanggapan-tanggapan 
masyarakat terhadap stimulus terhadap kebijakan –kebijakan dalam 
pelayanan oleh pemerintah. 
Terjadinya tanggapan pada diri seseorang biasanya ditentukan 
adanya rangsangan objek – objek yang ditangkap melalui alat –alat panca 
indera seseorang dan diproyeksikan pada bagian tertentu di otak 
sehingga kita dapat mengamati objek tersebut dengan adanya 
kemampuan dalam mengelompokkan, meyelesaikan dan sebagainya 
yang disebut kemampuan untuk mengorganisasikan atau disebut 
tanggapan/persepsi. 
Aktivitas penyelenggaraan pembangunan dan pemerintahan yang 
dilaksanakan oleh aparat daerah sangatlah banyak. Termasuk 
diantaranya adalah pelayanan KK, KTP, dan Akte Kelahiran.  
Kartu Keluarga adalah Kartu Identitas Keluarga yang memuat data 
tentang susunan, hubungan dan jumlah anggota keluarga. Kartu Keluarga 
wajib dimiliki oleh setiap keluarga. Kartu ini berisi data lengkap tentang 
identitas Kepala Keluarga dan anggota keluarganya.Kartu keluarga 
dicetak rangkap 3 yang masing-masing dipegang oleh Kepala Keluarga, 
Ketua RT dan Kantor Kelurahan. 
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KTP sesuai Kepres No. 52 Th. 1977 dalam pasal 7dijelaskan 
bahwa pendaftaran penduduk yang telah berusia 17 tahun, atau kawin 
atau yang pernah kawin, wajib memiliki KTP. Pentingnya kepemilikan KTP 
bagi setiap warga negara adalah sebagai bukti diri sekaligus memberikan 
data kepada pemerintah mengenai keadaan penduduk.  
Untuk mewujudkan kebutuhan masyarakat akan kepemilikan KTP 
bagi warga yang sudah wajib memiliki kartu tanda penduduk, maka jalan 
yang ditempuh adalah KTP  yang diberikan oleh aparat pemerintah 
kepada masyarakat haruslah didasarkan pada proses dan prosedur baku 
yang telah ditetapkan oleh peraturan-peraturan yang ada.     
Pelayanan publik dalam pembuatan Akta Kelahiran dapat diartikan 
sebagai pemberian jasa atau layanan oleh pemerintah kepada 
masyarakat yang menjadi penduduk daerah yang bersangkutan dalam hal 
pembuatan Akta Kelahiran. 
Pelayanan pembuatan Akta Kelahiran merupakan bagian dari 
administrasi kependudukan yang diselenggarakan oleh aparat pemerintah 
daerah kabupaten Sidenreng Rappang khususnya di Kantor Kecamatan 
bagian Seksi Pemerintahan. Hal tersebut terdapat dalam Peraturan 
Daerah No. 4 Tahun 2009 Tentang Retribusi Penyelenggaraan 
Pendaftaran dan Pencatatan Penduduk, yaitu : 
Pelayanan administrasi kependudukan adalah kegiatan 
pendaftaran dan pencatatan penduduk yang meliputi : 
1. Penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP); 
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2. Penerbitan Kartu Keluarga (KK); 
3. Penerbitan Kartu Identitas Diri Kependudukan; 
4. Pencatatan dan Penerbitan Akta Kelahiran; 
Misi utama pelayanan dari birokrasi pemerintahan daerah adalah 
untuk memenuhi dan melindungi kepentingan masyarakat melalui 
indikator produktivitas pemerintah daerah, yakni pelayanan publik yang 
berkualitas. Secara empirik, kinerja pemerintah dapat diamati melalui 
indikator kulitas pelayanan, oleh karena citra negatif pemerintah antara 
lain seringkali dihubungkan dengan rendahnya kulitas pelayanan yang 
diterima oleh masyarakat, begitupun sebaliknya.  
Uraian di atas merupakan kerangka konseptual yang menjadi 
landasan teori yang digunakan pada penelitian ini.Untuk lebih mudah 


















BIDANG PELAYANAN  : 
KTP, KK, dan AKTA 
KELAHIRAN 
Indikator  pelayanan publik : 
- Kesederhanan 






- Ketepatan waktu 
-  
 
Faktor – faktor yang 
mempengaruhi pelayanan 
- Sumber daya aparat 
- Kesadaran masyarakat 
- Sarana dan Prasarana 
 
Efektifitas Pelayanan masyarakat 
30 
1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Lokasi Penelitian 
Berdasarkan judul yang diangkat maka lokasi penelitian 
berada di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng 
Rappang. 
1.6.2. Dasar dan tipe penelitian 
Dalam penelitian menggunakan dasar penelitian studi survey 
dimana objek atau masalah yang diteliti kemudian dianalisis secara 
menyeluruh sebagai suatu kesatuan yang terintegritas dengan tujuan 
akan memperoleh informasi dari sejumlah informan yang dianggap dapat 
mewakili populasi.  
Tipe Penelitian adalah deskriptif bertujuan untuk memberikan 
gambaran atau penjelasan secara sistematis, faktual dan akurat tentang 
tugas pelaksanaan upaya pemerintah kecematan dalam pelayanan publik 
di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang. 
1.6.3. Teknik Pengumpulan Data 
1. Data Primer adalah data yang diperoleh dengan melakukan 
penelitian langsung terhadap objek penelitian dengan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut : 
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a. Mengadakan interview atau wawancara terhadap 
sejumlah pejabat pemerintah daerah dan anggota 
masyarakat. 
b. Kuesioner, yaitu dengan membuat daftar pertanyaan 
dan berkomunikasi secara langsung kepada sejumlah 
responden yang telah ditentukan untuk mendapatkan 
jawaban atas sejumlah pertanyaan yang berkaitan 
dengan objek penelitian. 
c. Pengamatan langsung terhadap objek penelitian 
(observasi). 
2. Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui media yang 
sifanya melengkapi data primer seperti literatur, jurnal ilmiah, koran, 
dan majalah yang erat kaitannya dengan penelitian ini. 
1.6.4. Populasi dan Sampel. 
Populasi dalam penelitian ini adalah para pejabat di Kecamatan 
Maritengngae, serta para masyarakat yang berdomisili dan menerima 
pelayanan administrasi di Kecamatan Maritengngae. 
Sampel adalah sebagian dari populasi untuk menjadi objek yang 
akan diteliti. Penulis mengambil sampel secara purposive sampling, yaitu 
teknik penarikan sampel dengan cara sengaja atau menunjuk langsung 
kepada orang yang dianggap dapat mewakili populasi. Olehnya karena 
itu, pemilihan sampel dalam penelitian ini dipilih dengan pertimbangan 
bahwa orang – orang tersebut dianggap bahwa dapat memberikan 
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keterangan atau representatif. Dalam penelitian ini penulis mengambil 1 
Kelurahan dan 2 Desa yang ada di Kecamatan Maritengngae, sedangkan 
jumlah responden yang dipilih sebanyak 60 orang, adapun rinciannya 
sebagai berikut : 
 Informan 
 Kepala Kecamatan Maritengngae  1 orang 
 Kepala Kelurahan yang    1 orang 
ada di Kecamatan Maritengngae 
 Kepala Desa yang    2 orang 
 ada di Kecamatan Maritengngae 
 Responden  
 Anggota Masyarakat    60 orang 
1.7. Definisi Operasional 
Setelah menguraikan beberapa konsep yang berhubungan dengan 
penelitian maka untuk mempermudah dalam pencapaian tujuan penelitian 
perlu disusun definisi operasional yang dapat dijadikan sebagai acuan 
dalam penelitian, antara lain : 
1. Adapun indikator yang dijadikan acuan dalam membahas 
kepuasan masyarakat, yaitu kriteria kualitas pelayanan 
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berdasarkan keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur 
Negara No. 25 Tahun 2004 sebagai berikut : 
a. Kesederhanaan, dalam arti prosedur atau tata cara 
pelayanan umum, diselenggarakan secara mudah 
dipahami, mudah dilaksanakan. Dikatakan pelayanan 
umum itu prima bila dalam pelaksanaan tidak 
menyulitkan, persyaratan yang harus dipenuhi 
pelanggan mudah, tidak bertele – tele. 
b. Kejelasan dan kepastian, adanya kejelasan dan 
 kepastian mengenai prosedur atau tata cara pelayanan 
umum, persyaratan pelayanan umum baik teknis 
maupun administrasi, unit kerja dan pejabat yang 
berwenang dan bertanggung jawab dalam pemberiaan 
pelayanan umum, dan tata cara pembayarannya, 
jadwal waktu penyelesaiannya, hak dan kewajiban bagi 
pemberi dan penerima pelayanan umum berdasarkan 
bukti – bukti penerimaan/ permohonan kelengkapan. 
c. Keamanan, proses dalam hasil pelayanan umum 
dapat memberikan keamanan, kenyamanan dan 
kepastian hukum. Adanya kepercayaan masyarakat 
dalam melaksanakan tugas sesuai prosedur yang 
jelas. 
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d. Keterbukaan, hal – hal yang berkaitan dengan proses 
pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka 
agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat 
baik diminta maupun tidak diminta. 
e. Ekonomis, dalam arti pengenaan biaya pelayanan 
umum harus ditetapkan secara wajar dengan 
memperhatikan : 
 Nilai barang dan jasa pelayanan umum dan 
tidak menuntut biaya yang tinggi di luar 
kewajaran. 
 Kondisi dan kemampuan masyarakat untuk 
membayar secara umum. 
f. Keadilan yang merata, dalam arti cakupan atau 
jangkauan pelayanan umum harus diusahakan seluas 
mungkin dengan distribusi yang merata dan dilakukan 
secara adil, tidak membeda – bedakan kedudukan 
masyarakat karena setiap masyarakat mempunyai hak 
yang sama. 
g. Ketepatan waktu, pelaksanaan pelayanan umum 
dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah 
ditentukan, hal ini didukung oleh kemampuan pegawai 
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dalam menyelasaikan tugas pelayanan dan ditunjang 
secara memadai. 
2. Pelayanan publik yang di maksudkan dalam proposal penelitian 
ini adalah pelayanan KK, KTP, dan Akte Kelahiran yang 
diberikan kepada masyarakat seperti yang tercantum di dalam 
Peraturan Daerah Kab. Sidenreng Rappang No. 4 tahun 2009 
tentang penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan 
Pencacatan Sipil dalam Kerangka Sistem Informasi Administrasi 
Kependudukan (SIAK). 
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang dimaksudkan dalam 
penelitian ini yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat 
dalam pemberian pelayanan publik kepada masyarakat seperti 
sarana dan prasarana kualitas sumber daya manusia dan 
kesadaran masyarakat. 
1.8.  Teknis Analis data. 
Data yang didapatkan dilapangan akan dianalisis secara kualitatif 
serta didukung oleh data kuantitatif. Analisa kualitatif digunakan untuk 
menggambarkan peran pemerintah daerah dalam pelayanan publik, serta 
faktor – faktor yang mempengaruhi pelayanan publik di Kecamatan 
Maritenggae, Kabupaten Sidenreng Rappang.  Sedangkan data kuantitatif 
yaitu dengan menggunakan tabel frekuensi untuk melihat tingkat 
presentase efektifitas pelayanan. 
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Yang akan di paparkan dalam bilangan presentase dengan rumus 
sebagai berikut :  
 
  Ket : P = Presentase 
          F = Frekuensi 









Konsep efesiensi dan efektifitas mempunyai pengertian yang 
berbeda. Efesiensi lebih menitik beratkan dalam pencapaian hasil yang 
besar dengan pengorbanan yang sekecil mungkin, sedangkan pengertian 
efektif lebih terarah pada tujuan yang dicapai, tanpa mementingkan 
pengerbonan yang dikeluarkan. 
Kata efektif berarti terjadinya suatu efek atau akibat yang 
dikehendaki dalam suatu perbuatan. Kata efektif berarti berhasil, tepat, 
manjur, ( S. Wojowisoto, 1980). Jadi efektivitas adalah sesuatu keadaan 
yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu efek atau akibat 
yang dikehendaki. Kalau seseorang melakukan perbuatan dengan 
maksud tertentu atau mempunyai maksud sebagaimana yang 
dikehendaki, maka orang tersebut dikatakan efektif ( Ensiklopedia 
Administrasi, 1989:149). Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia 
berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Handoko berpendapat ( 
1993:7) efektifitas adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat 
atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.  
“The Liang Gie (1988 :34)berpendapat “Efektivitas merupakan 
keadaan yang mengandung pengertian mengenai terjadinya suatu 
efek atau akibat yang dikehendaki, maka perbuatan itu dikatakan 
efektif kalau menimbulkan akibat atau mencapai maksud 
sebagaimana yang dikehendaki.” 
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 Maksud dari pengertian di atas adalah efektif atau tidaknya suatu 
pekerjaan atau usaha suatu organisasi dapat dilihat dari sasaran dan 
tujuan yang dicapai. 
“Berbeda pendapat pada “Sondang P. Siagian (1981:151) 
berpendapat bahwa efektivitas terkait penyelesaian pekerjaan tepat 
pada waktu yang telah ditetapkan sebelumnya atau dapat 
dikatakan apakah pelaksanaan sesuatu tercapai sesuai dengan 
yang direncanakan sebelumnya”. 
Dari bermacam-macam pendapat diatas terlihat bahwa efektivitas 
lebih menekankan pada aspek tujuan dan suatu organisasi, jadi jika suatu 
organisasi telah berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan, maka 
dapat dikatakan telah mencapai efektifitas. Dengan demikian efektifitas 
pada hakikatnya berorientasi pada pencapaian tujuan yang telah 
ditentukan sebelumnya.  
Lubis dan husain (1987:56) mengemukakan bahwa terdapat 
beberapa pendekatan dalam mengukur efektifitas organisasi, yaitu : 
1) Pendekatan sasaran ( goals approach), dimana pusat perhatian 
pada output adalah mengukur keberhasilan organisasi untuk 
mencapai hasil (output) yang sesuai dengan rencana. 
2) Pendekatan sumber ( recourse approach) yakni mengukur 
efektifitas dari input. Pendekatan ini mengutamakan adanya 
keberhasilan organisasi untuk memperoleh SDM, baik fisik 
maupun nonfisik yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 
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3) Pendekatan proses ( process approach) adalah untuk melihat 
sejauh mana efektifitas pelaksanaan program dari semua 
kegiatan proses internal atau mekanisme organisasi. 
4) Pendekatan integrative ( integrative approach) yakni 
pendekatan gabungan yang mencakup  input, proses dan 
outpot. 
Dariberbagai konsep efektifitas diatas, maka dalam penelitian ini 
mengacu pada pendekatan proses, karena penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui efektifitas pelayanan pemerintah di Kantor Kecamatan. 
2.2. Pelayanan 
Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, 
menyikapi, mengurus, menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang 
atau sekelompok orang. Dan kegiatan pelayanan pada dasarnya 
menyangkut pemenuhan suatu hak. Seperti yang dilaksanakan pada 
instansi pemerintah di pusat, daerah, dan lingkungan Badan Usaha Milik 
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan 
jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan perundang – 
undangan.Seperti yang dikemukakan oleh Agung Kurniawan,2005:6: 
“ Pelayanan publik adalah pemberian pelayanan ( melayani) 
keperluan orang lain atau masyarakat yang mempunyai 
kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan 
tata cara yang telah ditetapkan” 
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Jadi pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah 
mendahulukan kepentingan masyarakat dengan waktu yang singkat, 
mudah serta dapat memberikan rasa puas bagi masyarakat yang 
menikmati layanan itu.Pendapat lain Seperti yang dijelaskan (Kotler dalam 
Sampara Lukman 2000:4: 
“ Pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam 
suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan 
meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik” 
Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah 
maupun swasta pada dasarnya berbeda – beda. Moenier (2000:190), 
menyatakan bahwa bentuk pelayanan umum dibagi menjadi tiga jenis 
yaitu : 
a) Layanan dengan lisan 
Layanan dengan lisan dilakukan oleh pegawai pada bidang 
hubungan masyarakat, bidang informasi dan bidang – bidang lain 
yang tuganya memebrikan penjelasan atau keterangan kepada 
siapapun yang memerlukan. Agar layanan lisan berhasil sesuai 
dengan yang diharapkan, ada syarat – syarat yang harus dipenuhi 
oleh pelaku layanan : 
 Memahami masalah –masalah yang termasuk dalam 
bidang tugasnya. 
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 Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan 
lancar, singkat dan jelas. 
 Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 
 Memiliki kedisiplinan. 
b) Layanan melalui tulisan 
Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang 
paling menonjol dalam pelaksanaan tugas, tidak hanya dari segi 
jumlah tetapi juga dari segi peranannya. Pada dasarnya layanan 
melalui tulisan cukup efisien terutama bagi layanan jarak jauh 
karena faktor biaya. 
Layanan tulisan terbagi atas dua bagian yaitu : pertama, 
layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya ditujukan 
pada orang – orang yang berkepentingan agar memudahkan 
mereka dalam berurusan dengan instansi. Kedua,layanan berupa 
berkas tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian dan 
pemberitahuan. 
c) Layanan bentuk perbuatan 
Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan lisan, hal 
ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam 
hubungan pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu 
sendiri yang ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang 
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yang berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk 
perbuatan atau hasil perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan 
kesanggupan secara lisan. 
2.2.1. Asas – asas pelayanan umum 
Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan 
terpadu yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar, 
dan terjangkau. Karena itu harus mengandung unsur – unsur dasar 
sebagai berikut : 
 Hak dan kewajiban bagi pemberi maupun penerima pelayanan 
umum harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing – masing 
pihak. 
 Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan 
kondisi kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan yang 
berlaku dengan tetap berpegangan pada efisiensi dan efektifitas. 
 Mutu  proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar 
dapat memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran, dan 
kepastian hukum yang dapat dipertanggung jawabkan. 
 Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi 
pemerintah terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang 
bersangkutan berkewajiban memberikan peluang kepada 
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masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai dengan 
perundang – undangan yang berlaku. 
Alasan mendasar mengapa pelayanan umum harus diberikan 
adalah adanya public interest atau kepentingan umum yang harus 
dipenuhi oleh pemerintah karena memiliki tanggung jawab atau 
responsibility. Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah 
diharapkan secara profesional melaksanakannya, dan harus 
mengambil keputusan. 
2.3. Pemerintahan wilayah Kecamatan 
Mac Iver dalam Inu Kencana Syafiie (1991:19) mengartikan 
pemerintahan sebagai suatu organisasi dari orang – orang yang 
mempunyai kekuasaaan (goverment is the organisation of man under 
authority). Menurut Ermaya Suradinata 1996:59. mengatakan bahwa: 
“pemerintahan dapat dibedakan dengan pemerintah. Dimana 
pemerintah adalah lembaga atau badan – badan politik yang 
mempunyai fungsi untuk melakukan upaya mencapai tujuan 
negara. Sedangkan pemerintahan itu sendiri adalah kegiatan 
– kegiatan dari lembaga atau badan – badan publik 
menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan negara”.  
Pengertian pemerintahan di sini dapat diartikan kedalam pengertian 
yang lebih luas dan pengertian dalam arti sempit. Dimana pemerintahan 
dalam arti luas adalah segala kegiatan badan – badan publik yang 
meliputi kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif dalam usaha 
mencapai tujuan negara. Sedangkan pemerintahan dalam arti sempit 
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adalah kegiatan badan – badan publik yang hanya meliputi kekuasaan 
eksekutif saja. 
Sarundajang (2000:180), mengemukakan Kecamatan adalah suatu 
wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang mempunyai organisasi 
pemerintahan langsung dibawah Kabupaten/Kota yang tidak bekerja 
menyelenggarakan pemerintahan sendiri. 
Di tingkat daerah khususnya pada pemerintahan Kabupaten/Kota, 
Kelurahan/Desa sebagai bagian dari Kecamatan merupakan instansi 
terkecil yang berada di garda terdepan dalam rangka pemberian 
pelayanan umum kepada masyarakat. Tak berlebihan, pelayanan umum 
yang diberikan di tingkat Kelurahan/Desa serta Kecamatan merupakan 
potret dari pelayanan umum suatu daerah. 
Kecamatan merupakan perangkat daerah sebagai pelaksana teknis 
kewilayahan yang memepunyai wilayah kerja tertentu dan dipimpin oleh 
seorang camat berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada 
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Pemerintah Kecamatan menjadi ujung 
tombak pelayanan umum di daerah. Terdapat cukup banyak jenis 
pelayanan yang dibutuhkan masyarakat dan harus diurus di tingkat 
Kecamatan, seperti urusan KK, KTP, Akta Kelahiran, juga pengurusan 
berbagai perijinan. Selain melayani berbagai urusan pelayanan 
administratif kependudukan dan perijinan, pemerintah kecematan juga 
mengembangkan tugas melaksanakan pelayanan dasar sektoral, mulai 
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dari urusan ketertiban dan keamanan, pendidikan, kesehatan, 
pengentasan kemiskinan, pemberdayaan masyarakat, dan upaya – upaya 
konkrit mensejahterakan masyarakat. 
Camat dalam menjalankan tugas - tugasnya dibantu oleh-
perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat. 
Pemerintah Kecamatan melalui personifikasi dalam diri camat harus 
mampu membaca kebijakan - kebijakan yang datang dari Pemerintah 
Kabupaten/ Kota untuk kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa praktis, 
mudah dicerna dan dimengerti baik oleh para pegawai dalam unit 
organisasinya maupun masyarakat pada umumnya.  
2.4. Peningkatan Sumber Daya Aparatur Pelayanan.  
Arah kebijaksanaan pengembangan kualitas sumber daya manusia 
aparatur dalam dasarwarsa terakhir ini adalah meningkatkan kualitas 
aparatur melalui upaya-upaya antara lain pendidikan dan pelatihan 
pegawai. Tujuan dan sasaran pokok pengembangan kualitas sumber daya 
manusia aparatur adalah dalam rangka terwujudnya administrasi 
pemerintahan yang berdisiplin, memiliki nilai-nilai produktif dan daya guna, 
baik dan berwibawa.  
Menurut J. B. Kristiadi, sasaran yang ingin diwujudkan melalui 
pendidikan dan pelatihan bagi sumber daya manusia aparatur adalah 
diarahkan pada pengembangan dan peningkatan aspek-aspek yaitu : 
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1. Pengembangan dan kemampuan melaksanakan  tugas 
dan peran sebagai aparatur pemerintah sehingga dapat 
memenuhi standar yang telah ditentukan untuk suatu 
tugas tertentu dan mampu mengambil keputusan secara 
mandiri dan profesional.  
2. Meningkatikan motivasi, disiplin, kejujuran, etos kerja dan 
rasa tanggung jawab yang diulandasi dengan semangat 
jiwa pengabdian.  
3. Perubahan sikap yang lebih mengarah pada 
perkembangan, keterbukaan, sikap melayani dan 
mengayomi publik yang merupakan tugas dan tanggung 
jawab pokonya.  
Oleh sebab itu, kunci utama untuk meningkatkan pelayanan tugas-
tugas rutin dari tugas kedinasan adalah melalui proses peningkatan 
loyalitas sumber daya manusia aparatur melalui program pendidikan dan 
pelatihan.  
Pembinaan karier yang terprogram merupakan kebutuhan yang 
mendesak, oleh karena pembinaan karier yang dilakukan selama ini 
belum menciptakan kader-kader [pimpinan yang cakap dengan kualitas 
yang memadai sesuai dengan kemampuan pegawai negeri sipil.  
Dengan aktivitas pelatihan dimaksudkan agar karyawan dapat 
melaksanakan tugasnya dengan lebih baik, dapat dengan segera 
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menyesuaikan diri dan mengikuti serta menciptakan berbagai perubahan 
dalam pekerjaan. (Syuhadhak, 1996:59) 
Pada umumnya metode pelatihan dikenal melalui jalan one the job 
training, belajar sendiri, pelatihan yang diselenggarakan oleh organisasi 
sendiri, seminar, lokakarya atau dengan mengundang konsultan pelatihan 
dari luar organisasi. (Syuhadhak, 1996:62). 
2.5. Standar Operasional Prosedur 
Paradigma  governance  membawa  pergeseran  dalam  pola  
hubungan  antara pemerintah  dengan  masyarakat  sebagai  konsekuensi  
dari  penerapan  prinsip-prinsip corporate governance. Penerapan prinsip  
corporate governance  juga berimplikasi pada perubahan manajemen 
pemerintahan menjadi  lebih  terstandarisasi, artinya ada  sejumlah kriteria  
standar  yang  harus  dipatuhi  instansi  pemerintah  dalam melaksanakan  
aktivitas-aktivitasnya.  
Standar kinerja ini sekaligus dapat untuk menilai kinerja instansi 
pemerintah  secara  internal mupun  eksternal.  Standar  internal  yang  
bersifat  prosedural  inilah  yang disebut dengan Standar Operasional 
Prosedur (SOP).  Perumusan  SOP  menjadi  relevan  karena  sebagai  
tolok  ukur  dalam  menilai efektivitas  dan  efisiensi  kinerja  instansi  
pemerintah  dalam  melaksanakan  program kerjanya.  Secara  konseptual  
prosedur  diartikan  sebagai  langkah  -  langkah  sejumlah instruksi  logis  
untuk  menuju  pada  suatu  proses  yang  dikehendaki.  Proses  yang 
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dikehendaki  tersebut  berupa  pengguna-pengguna  sistem  proses  kerja  
dalam  bentuk aktivitas, aliran data, dan aliran kerja. 
 Prosedur operasional standar adalah proses standar langkah -  
langkah sejumlah  instruksi  logis yang harus dilakukan berupa aktivitas, 
aliran data, dan aliran kerja. Dilihat  dari  fungsinya,  SOP  berfungsi  
membentuk  sistem  kerja  &  aliran  kerja yang  teratur,  sistematis, dan 
dapat dipertanggungjawabkan menggambarkan bagaimana tujuan  
pekerjaan  dilaksanakan  sesuai  dengan  kebijakan  dan  peraturan  yang  
berlaku menjelaskan  bagaimana  proses  pelaksanaan  kegiatan  
berlangsung sebagai sarana  tata urutan  dari  pelaksanaan  dan  
pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang 
ditetapkan menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik dan 
menetapkan hubungan timbal balik antar Satuan Kerja.  
Secara  umum,  SOP  merupakan  gambaran  langkah-langkah  
kerja  (sistem, mekanisme dan tata kerja internal) yang diperlukan dalam 
pelaksanaan suatu tugas untuk mencapai  tujuan  instansi  pemerintah.  
SOP  sebagai  suatu  dokumen/instrumen  memuat tentang proses dan 
prosedur suatu kegiatan yang bersifat efektif dan efisisen berdasarkan 
suatu  standar  yang  sudah  baku.  
Secara konseptual, SOP merupakan bentuk konkret dari 
penerapan prinsip manajemen kualitas yang diaplikasikan untuk 
organisasi pemerintahan (organisasi  publik).  Oleh  karena  itu,  tidak  
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semua  prinsip-prinsip  manajemen  kualitas dapat  diterapkan  dalam  
SOP  karena  sifat  organisasi  pemerintah  berbeda  dengan organisasi 
privat. Tahap penting dalam penyusunan Standar operasional prosedur 
adalah melakukan analisis sistem dan prosedur kerja, analisis tugas, dan 
melakukan analisis  prosedur kerja.  
1. Analisis sistem dan prosedur kerja. 
Analisissistem dan prosedur  kerja  adalah  kegiatan 
mengidentifikasikan    fungsi-fungsi  utama  dalam  suatu  pekerjaan,  dan  
langkah-langkah  yang  diperlukan  dalammelaksanakan fungsi sistem dan 
prosedur kerja. Sistem adalah kesatuan unsur atau unit yang  saling  
berhubungan  dan  saling mempengaruhi  sedemikian  rupa,  sehingga 
muncul dalam  bentuk  keseluruhan,  bekerja,  berfungsi  atau  bergerak  
secara  harmonis  yang ditopang  oleh  sejumlah  prosedur  yang  
diperlukan,  sedang  prosedur merupakan  urutan kerja  atau  kegiatan  
yang  terencana  untuk menangani  pekerjaan  yang  berulang  dengan 
cara seragam dan terpadu.   
2. Analisis Tugas. 
Analisis  tugas  merupakan  proses  manajemen  yang  merupakan  
penelaahan  yang mendalam dan teratur terhadap suatu pekerjaan, 
karena itu analisa tugas diperlukan dalam setiap  perencanaan  dan  
perbaikan  organisasi.  Analisa  tugas  diharapkan  dapat memberikan  
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keterangan  mengenai  pekerjaan,  sifat  pekerjaan,  syarat  pejabat,  dan 
tanggung jawab pejabat.  
3. Analisis prosedur kerja. 
Analisis  prosedur  kerja  adalah  kegiatan  untuk  mengidentifikasi  
urutan  langkah - langkah  pekerjaan  yang  berhubungan  apa  yang  
dilakukan,  bagaimana  hal  tersebut dilakukan,  bilamana  hal  tersebut  
dilakukan, dimana hal tersebut dilakukan, dan  siapa yang  melakukannya.  
Prosedur  diperoleh  dengan  merencanakan  terlebih  dahulu bermacam-
macam  langkah yang dianggap perlu untuk melaksanakan pekerjaan. 
Dengan demikian prosedur kerja dapat dirumuskan  sebagai  serangkaian  
langkah pekerjaan yang berhubungan, biasanya dilaksanakan oleh  lebih 
dari  satu orang, yang membentuk  suatu cara  tertentu dan dianggap baik 
untuk melakukan suatu keseluruhan  tahap yang penting.   
Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan secara 
efektif dan efisien. Prinsip dasar yang perlu diperhatikan dalam 
penyusunan SOP adalah :   
1) Penyusunan SOP harus mengacu pada SOTK, TUPOKSI, serta 
alur dokumen. 
2) Prosedur kerja menjadi tanggung jawab semua anggota organisasi. 
3) Fungsi dan aktivitas dikendalikan oleh prosedur, sehingga perlu 
dikembangkan diagram alur dari kegiatan organisasi. 
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4)  SOP didasarkan atas kebijakan yang berlaku. SOP 
dikoordinasikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya 
kesalahan/penyimpangan. 
5)  SOP tidak terlalu rinci. 
6)  SOP dibuat sesederhana mungkin. 
7) SOP tidak tumpang tindih, bertentangan atau duplikasi dengan 
prosedur lain. 
8) SOP ditinjau ulang secara periodik dan dikembangkan sesuai 
kebutuhan.  
Berdasarkan  pada  prinsip  penyusunan  SOP  di  atas,  
penyusunan  SOP  didasarkan pada  tipe  satuan  kerja,  aliran  aktivitas,  
dan  aliran  dokumen. Kinerja  SOP  diproksikan dalam  bentuk    durasi  
waktu,  baik  dalam  satuan  jam,  hari,  atau  minggu,  dan  bentuk hirarkhi  
struktur  organisasi  yang  berlaku.  Proses  penyusunan  SOP  dilakukan  
denganmemperhatikan kedudukan,  tupoksi, dan uraian  tugas dari unit 




GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 
 
3.1. Keadaan Geografis Kecamatan Maritengngae 
3.1.1. Letak dan Luas Wilayah 
Kecamatan Maritengngae denga Ibukota berada di Kelurahan 
Pangkajene yang juga merupakan ibu kota Kabupaten Sidrap, 
mempunyai luas 6.590 Ha ( 3,5% dari luas kabupaten) dengan topografi 
datar (85%) dan berbukit (15%). Adapun batas – Batas Wilayah 
Kecamatan Maritengngae : 
 Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Panca Rijang 
 Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Watang Sidenreng 
 Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tellu Limpoe 
 Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Wattang Pulu 
Kecamatan ini terbentuk sejalan dengan berlakunya Undang – Undang 
Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah –Daerah Tingkat II 
di Sulawesi  yang disahkan pada Tahun 1961 melaui SK Gubernur 
Sulawesi – Selatan & Tenggara No. 1100 Tanggal 16 Agustus 1961. 
Nama Maritengngae dijadikan nama kecamatan oleh karena wilayahnya 
berada di tengah – tengah wilayah Kabupaten Sidrap. Dimana dalam 
bahasa Bugis Sidrap, kata Maritengngae berarti berada di tengah bagian. 
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Dengan status sebagai ibukota Kabupaten Sidrap, Kecamatan 
Maritengngae menjadi pusat pemerintahan yang ditandai dengan 
kompleks perkantoran pemerintahan daerah, termasuk kantor Bupati dan 
kantor DPRD. 
Luas wilayah Kecamatan Maritengngae secara keseluruhan yaitu 
65,90 km2 yang terbagi atas 7 Kelurahan dan 5 Desa. Berikut merupakan 
tabel tentang luas wilayah Kelurahan/Desa merupakan daerah lokasi 
penelitian:  
Tabel 3.1 


















  4,70 
 
  2,80 
 
 
 Jumlah  18,35 km2 
 Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2011 
 Tabel 3.1 menunjukkan bahwa Desa Sereang merupakan yang 
paling luas wilayahnya yaitu 10,85 km2, kemudian Kelurahan Wala dengan 
luas wilayah 4,70 km2, dan lokasi yang terakhir yakni Kelurahan Rijang 
Pittu hanya 2,80 km2. 
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3.1.2. Pendidikan  
Dalam upaya meningkatkan kuantitas dan kualitas Sumber Daya 
Manusia ( SDM ), maka ketersediaan saran pendidikan, baik formal 
maupun non formal, menjadi kebutuhan mutlak dalam menunjang 
kelancaran proses pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. 
Kabupaten Sidrap dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber 
daya manusia secara kuantitas sarana pendidikan yang ada di Sidrap 
khususnya Kecamatan Maritengngae dari jenjang pendidikan tingkat TK 
sampai Perguruan Tinggi telah tersedia. Berikut tabel fasilitas pendidikan. 
Tabel 3.2 
Fasilitas pendidikan yang ada di Kecamatan Maritengngae 
No  Fasilitas Pendidikan Banyaknya  
1 TK 16 
2  SD 30 
3 SLTP/MS 10 
4 SMU/MA   5 
5 Perguruan Tinggi   2 
                 Jumlah                        63 
             Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2011 
3.1.3. kesehatan  
 Keberadaan fasilitas kesehatan yang mudah dijangkau dan 
jaraknya dekat sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan taraf 
kehidupan masyarakat. Untuk melayani penduduk di Kecamatan 




Sarana Fasilitas Kesahatan di Kecamatan Maritengngae 
No  Fasilitas Kesehatan Banyaknya  
1 Rumah Sakit 1 
2 Rumah Bersalin 1 
3 Poliklinik/ Balai pengobatan  1 
4 Puskesmas 1 
5 Puskesmas Pembantu 3 
6 Praktek Dokter 7 
                    Jumlah  14 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2011 
3.1.4. Agama  
 Salah satu ciri Kecamatan Maritengngae adalah keberagaman 
agama yang dianut. Kehidupan bergama di daerah ini cukup rukun dan 
tentram.untuk menunjukkan ummat beragama dalam menjalankan 
ibadahnya masing – masing yang diperlukan sarana peribadatan 









Sarana Tempat Ibadah di Kecamatan Maritengngae 
No  Agama Tempat Ibadah Banyaknya  
1 Islam Mesjid 47 
2 Islam Mushallah 15 
3 Kristen Gereja 1 
Jumlah 63 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2011 
3.2. Keadaan Demografi 
3.2.1. Jumlah Penduduk 
Jumlah penduduk di Kecamatan Maritengngae sampai dengan 
tahun 2011 adalah 46.268 jiwa yang terdiri dari penduduk laki – laki yaitu 
22.263 jiwa dan penduduk perempuan yaitu 24.005 jiwa.  Adapun data 
penduduk khusus berdasarkan lokasi penelitian dapat dilihat pada tabel 
dibawah ini  
Tabel 3.5 
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin di Kecamatan 
Maritengngae 
No  Kelurahan/Desa Jenis kelamin Jumlah  
Laki – Laki perempuan 
1 Wala 1.917 2.102 4.019 
2 Sereang  1.179 1.268 2.447 
3 Rijang Pittu 2.629 2.946 5.575 
                                         Jumlah  12.041 
Sumber:Badan Pusat Statistik ( BPS ) 2010 
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3.2.2.  Sarana Pendidikan  
 Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas sumber daya 
manusia, upaya untuk senantiasa membangunsarana pendidikan yang 
tersebar merata yang ada disetiap kecamatan telah menjadi agenda 
pemerintah saat ini. Secara kuantitas sarana pendidikan yang ada di 
Kecamatan Maritengngae mulai dari tingkat Tk sampa SLTA dapat 
dicermati pada tebel dibawah ini : 
Tabel 3.6 
Sarana Pendidikan Tingkat TK 
No Kelurahan/Desa Jenjang 
pendidikan 
Sekolah Kelas Guru Murid 
1 Wala TK 1 2 7 89 
2 Sereang TK 2 1 10 58 
3 Rijang Pittu TK 1 2 6 66 
Jumlah 4 5 23 213 
Sumber:Badan Pusat Statistik ( BPS ) 2010 
Tabel 3.6 diatas menggambarkan jumlah sarana pendidikan 
ditingkat TK, di Kelurahan Wala terdapat 1 sekolah, 2 kelas, 3 guru, dan 
89 murid. Di Desa Sereang terdapat 2 sekolah, 1 kelas, 10 guru, dan 58 
murid. Selanjutnya di Kelurahan Rijang Pittu terdapat 1 sekolah, 2 kelas, 6 







Sarana Pendidikan Tingkat SD 
No Kelurahan/Desa Jenjang 
pendidikan 
Sekolah Kelas Guru Murid 
1 Wala SD 1 6 10 295 
2 Sereang SD 2 13 26 269 
3 Rijang Pittu SD 2 12 28 441 
Jumlah 5 31 64 1005 
Sumber:Badan Pusat Statistik ( BPS ) 2010 
 Tabel 3.7 dapat dilihat sarana pendidikan di tingkat SD, di 
Kelurahan Wala terdapat 1 sekolah, 6 kelas, 10 guru, 295 murid, 
selanjutnya di Desa Sereang terdapat 2 sekolah, 13 kelas, 26 guru, 269 
murid, dan yang terakhir di Kelurahan Rijang Pittu terdapat 2 sekolah, 12 
kelas, 28 guru, dan 441 murid. 
Tabel 3.8 
Sarana Pendidikan Tingkat SLTP 
No Kelurahan/Desa Jenjang 
pendidikan 
Sekolah Kelas Guru Murid 
1 Wala SLTP - - - - 
2 Sereang SLTP - - - - 
3 Rijang Pittu SLTP 1 19 44 542 
Jumlah 1 19 44 542 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2011 
 Tabel 3.8 menjelaskan tetntang sarana pendidikan di tingkat SLTP, 
yakni di Kelurahan Wala dan di Desa Sereang tidak ada sarana 
pendidikan tingkat SLTP, Sementara hanya ada di Kelurahan Rijang Pittu 




Sarana Pendidikan  Tingkat SLTA 
No Kelurahan/Desa Jenjang 
pendidikan 
Sekolah Kelas Guru Murid 
1 Wala SLTA - - - - 
2 Sereang SLTA 2 56 130 1.876 
3 Rijang Pittu SLTA - - - - 
Jumlah 2 56 130 1.876 
Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidrap 2011 
 Tabel 3.9 menjelaskan tentang sarana pendidikan di tingkat SLTA, 
yakni di Kelurahan Wala dan Rijang pittu sementara belum terdapat 
sarana pendidikan tingkat SLTA, dan hanya ada di Desa Sereang terdapat 
2 sekolah, 56 kelas, 130 guru, dan 1.876 murid. 
3.2.3. Mata Pencaharian Penduduk  
Mata pencaharian penduduk yang ada di Kecamatan Maritengngae 













Mata Pencaharian Penduduk di Kecamatan Maritengngae 
No Jenis Pekerjaan Wala Sereang Rijang Pittu 
1 Pertanian 597 586 568 
2 Peternakan 96 19 23 
3 Perikanan 1 - - 
4 Perkebunan 15 - - 
5 Perdagangan 28 33 51 
6 Industri 4 13 10 
7 Pertambangan - - - 
8 Listrik & Air 
Minum 
- - 2 
9 Pengangkutan 3 - 7 
10 Perbankan & 
lembaga Lain 
- - 1 
11 Pemerintahan 25 27 1.139 
Jumlah 766 jiwa 678 jiwa 1.801 jiwa 
Sumber:Badan Pusat Statistik ( BPS ) 2010 
Di tinjau dari lapangan pekerjaan utama masyarakat di Kecamatan 
Maritengngae yang banyak menyerap lapangan pekerjaan adalah 
pertanian dengan jumlah 1.751 jiwa dan yang terkenal sebagai daerah 
lumbung padi dan selanjutnya di bidang pemerintahan dengan jumlah 
1.191 dan yang terakhir itu dibidang peternakan dengan jumlah 138 yang 
dikenal juga sebagai daerah penghasil telur. 
3.2.4 Sarana Transportasi 
 Sarana transportasi yang ada di Kecamatan Maritengngae yang 
tersedia itu sarana transportasi darat yang terdiri dari Becak, Bentor ( 
Becak Motor ), sepeda motor (ojek), mobil/bus. Untuk angkutan mobil 
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yang dilayani Angkutan Kota, Angkutan Pedesaan, Angkutan Antar Kota 
Dalam Propinsi (AKDP), serta Antar Kota  Antar Propinsi ( AKAP). 
3.3.  Struktur Organisasi Pemerintah dan Tugas dan Fungsi Pokok 
Desa dan Kelurahan 





































3.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi  Pemerintahan Desa 
1. Kepala Desa 
1. Memegang teguh dan mengamalkan pancasila. Dan Undang 
– Undang Dasar 45 serta mempertahankan dan memelihara 
keutuhan Negara kesatuan RI; 
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa; 
3. Menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; 
4. Menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja 
pemerintahan desa; 
5. Menyelenggarakan administrasi desa yang baik; 
6. Melaksanakan dan mempertanggungjawabkan keuangan 
desa; 
7. Melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan desa; 
8. Mengembangkan pendapatan masyarakat dan desa; 
9. Membina, mengayomi, dan melestarikan nilai – nilai sosial 
budaya dan adat istiadat; 
10. Memberdayakan masyarakat dan kelembagaan desa; 
11. Mengembangkan potensi Sumber Daya Alam dan 
melestarikan lingkungan hidup; 
12. Memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa 
kepada Bupati/Walikota, memberikan laporan kepada BPD 
serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerinta
han desa kepada masyarakat; 
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13. Laporan penyelenggaraan  pemerintahan desa kepada 
Bupati/Walikota melalui camat satu (1) dalam satu (1) tahun; 
14. Laporan pertanggungjawaban kepada BPD disampaikan satu 
(1)kali dalam satu (1) tahun; 
15. Menginformasikan penyelenggaraan pemerintahan desa 
kepada masyarakat melalui selebaran yang ditempelkan 
pada papan pengumuman atau secara lisan dalam berbagai 
pertemuan masyarakat desa atau melalui radio; 
16. Laporan masa akhir jabatan kepala desa disampaikan 
kepada Bupati/Walikota melalui Camat dan BPD;  
2. Sekretaris Desa 
1. Memberikan saran dan pendapat kepada Kepala Desa; 
2. Memimpin, mengkoordinir,dan mengendalikan serta 
mengawasi semua unsur/kegiatan sekretaris desa; 
3. Memberikan informasimengenai keadaan sekretaris desa dan 
keadaan umum desa; 
4. Merumuskan program kegiatan kepada Kepala Desa; 
5. Melakukan surat menyurat kearsipan dan laporan; 
6. Mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan 
mencatat hasil – hasil rapat; 
7. Menyusun rencana anggaran penerima dan belanja desa; 
8. Mengadakan kegiatan anggaran penerima dan belanja desa; 
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9. Melaksanakan pencatatan mutasi tanah dan pencatatan 
administrasi pemerintahan desa; 
10. Melaksanakan administrasi kependudukan dan administrasi 
pembangunan dan administrasi kemasyarakatan; 
11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa; 
3. Kepala Urusan Pemerintahan 
1. Melaksanakan kegiatan administrasi kependudukan di Desa; 
2. Melaksanakan dan memberikan pelayanan terhadap 
masyarakat dalam hal Kartu Tanda Penduduk ( KTP); 
3. Melaksanakan kegiatan administrasi pemerintah; 
4. Melaksanakan pencatatan kegiatan monografi desa; 
5. Melaksanakan kegiatan kemasyarakatan antara lain RT, RW, 
dan kegiatan ketentraman dan ketertiban serta pertahanan 
sipil ( LINMAS) 
6. Melaksanakan penyelenggraan buku administrasi peraturan 
desa dan keputusan Kepala Desa; 
7. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan 
berdasarkan keputusan yang berlaku; 
4. Kepala Urusan Umum; 
1. Melaksanakan, menerima dan mengedalikan surat – surat 
desa mempunyai tugas keluar serta melaksanakan tugas – 
tugas kearsipan; 
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2. Melaksakan penyediaan, penyiapan dan pendistribusian alat 
– alat kantor, pemeliharaan dan perbaikan alat – alat kantor; 
3. Menyusun jadwal serta mengkuti perkembangan 
pelaksanaan piket; 
4. Melaksanakan dan mengusahakan kebersihan dan ketertiban 
kantor dan banguna lain milik Desa; 
5. Menyelenggarakan pengelolaan buku administrasi umum; 
6. Mencatat inventarisasi kekayaan Desa; 
7. Melaksakan persiapan penyelenggaraan rapat 
danpenerimaan tamu dinas; 
8. Melaksanakan tugas lain yang diberiak olek sekretaris desa; 
5. Kepala Urusan Keuangan 
1. Melakukan pencatatan mengenai penghasilan kepala desa 
dan perangkat desa sesuai dengan peraturan perundang – 
undangan yang berlaku; 
2. Mengumpulkan dan menganalisis data sumber penghasilan 
Desa untuk perkembangan; 
3. Melakukan administrasi pajak keuangan desa; 
4. Merencanakan penyusunan APBDES untuk dikonsultasikan 
BPD; 
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oelh sekretaris desa; 
6. Kepala Urusan Pembangunan 
1. Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan  di desa;  
66 
2. Melaksanakan pencatatan swadaya masyarakat dalam 
pembangunan di desa; 
3. Menghimpun data  potensi desa serta menganalisa dan 
memeliharanya untuk dikembangkan; 
4. Melaksankan pencatatan dan mempersiapkan bahan guna 
pembuatan daftar usulan serta mencatat daftar isian proyek/ 
daftar isian kegiatan; 
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.3.4 Tugas Pokok dan Fungsi Pemerintahan Kelurahan 
1. Kepala Kelurahan 
a) Tugas Pokok 
Lurah mempunyai tugas memimpin kelurahan dalam hal 
penyusunan dan rencana, penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan berdasarkan 
urusan yang dilimpahkan oleh camat dan melaksanakan tugas 
pemerintahan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang 
– undangan serta melakukan pengawasan, evaluasi dan pelaporan. 
b) Fungsi  
a. Penyelenggaraan urusan kesekretariatan; 
b. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; 
c. Pemberdayaan masyarakat; 
d. Pelayanan masyarakat; 
e. Penyelenggaraan ketertiban umum; 
f. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas umum; 
c) Uraian Tugas Lurah  
a. Menyusun dan menetapkan renstra dan rencana 
anggaran satuan kerja kelurahan; 
b. Mengkorodinasikan renstra dan rencana anggaran 
satuan kerja kelurahan dengan camat melalui 
sekretaris kecamatan; 
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c. Mengkorodinasikan renstra dan rencana anggaran 
satuan kerja kelurahan dengan sekretaris kelurahan 
dan setiap seksi di lingkup kelurahan; 
d. Melakukan pembinaan pengembangan pegawai 
dilingkup kelurahan; 
e. Mendistribusikan tugas kepada sekretaris kelurahan 
dan para seksi sesuai dengan tugas pokok; 
f. Mengarahkan dan menetapkan kebijakan 
pelaksanaan kegiatan kelurahan; 
g. Memimpin menyelenggrakan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan dan kesatuan bangsa di tingkat 
kelurahan; 
h. Mengkoordinasikan kegiatan penyelenggaraan 
pelayanan masyarakat di tingkat lingkungan, RT dan 
RW; 
i. Menyelenggarakan pembinaan di bidang pertanahan ( 
keagrarian); 
j. Melakukan pembinaan ketentraman dan ketertiban 
serta perlindungan masyarakat ( linmas) di wilayah 
kelurahan; 
k. Memberikan rekomendasi dalam hal pengurusan 
kependudukan dan catatan sipil; 
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l. Melakukan pembinaan dan pengembangan 
prekonomian masyarakat di wilayah kelurahan; 
m. Melakukan pembinaan dan penyelenggaraan 
kesejahteraan rakyat dan sosial; 
n. Melaksanakan tugas pembantuan di bidang pajak 
bumi dan bangunan yang objeknya berada di 
kelurahan; 
o. Melakukan pembinaan administrasi umum, 
kepagawaian, keuangan, dan perlengkapan 
kelurahan; 
p. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas 
pokok sekretaris kelurahan, setiap seksi dan para staf 
serta pengawasan terhadap pelaksanaan renstra dan 
rencana anggaran satuan kerja secara berkala; 
q. Melaporkan secara berkala bulanan dan tahunan 
pelaksanaan kegiatan kelurahan; 
2.Sekretaris Kelurahan 
Uraian Tugas Sekretaris Kelurahan : 
a. Menyusun, mengkaji dan merumuskan rancangan     
renstra dan rancangan anggaran satuan kerja 
sekretaris kelurahan; 
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b. Mengarahkan rancangan renstra dan rancangan 
rencana anggaran satuan kerja dalam lingkup 
kelurahan; 
c. Melaksanakan administrasi umum , perlengkapan, 
kepegawaian. 
d. Pegawaian dan keuangan dalam lingkup kelurahan; 
e. Mengkoordinasikan tugas – tugas kerja di sekretariat 
kelurahan; 
f. Membantu lurah dalam pembinaan pengembangan 
pegawai di lingkup kelurahan; 
g. Menginventarisir dan mengelola administrasi data dan 
informasi di lingkup kelurahan; 
h. Menerima, memproses dan mendistribusikan surat 
dan dokumentasi kedinasan; 
i. Melaksanakan tugas surat menyurat dan 
pendokumentasian; 
j. Menyelenggrakan urusan rumah tangga kelurahan; 
k. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai tugas pokok; 
l. Membuat laporan pelaksanaan kegiatan sekretariat 
kelurahan secara berkala; 
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m. Membantu lurah dalam penyusunan laporan 
pelaksanaan kegiatan kelurahan secara berkala 
bulanan dan tahunan; 
3. Kepala seksi pembangunan 
Uraian tugas kepala seksi pembangunan 
a. Menyusun, mengkaji dan merumuskan rancangan     
renstra dan rancangan anggaran satuan kerja seksi; 
b. Mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran 
satuan kerja seksi pembanguan dengan lurah, 
sekretaris kelurahan dan seksi lain di lingkup 
kelurahan; 
c. Mengkoordinasikan tugas- tugas seksi pembangunan; 
d. Membantu lurah dalam pembinaan pengembangan 
pegawai di lingkup seksinya; 
e. Melaksanakan renstra dan rancangan anggaran 
satuan kerja seksi; 
f. Menyusun pedoman penyelengaraan tugas seksi 
pembangunan; 
g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan 
penyelengaraan urusan pembangunan dan 
pengembangan perekonomian dan produksidi tingkat 
kelurahan; 
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h. Menyusun usul program pembangunan, rehabilitasi 
jalam, jembatan, drainase/saluran air, sarana dan 
prasarana pemerintah di tingkat kelurahan; 
i. Melakukan musyawarah pembangunan tingkat 
kelurahan; 
j. Melakukan pengawasan dan pemantauan bangunan 
termasuk pelaksanaan proyek – proyek pembanguan 
di wilayah kelurahan serta pengawasan terhadap 
pemanfaatan damaja dan damija untuk jalan nasional, 




nserta melakukan pencegahan atas pengambilan sda 
tanpa izin dan dapat mengganggu serta 
membahayakan lingkungan hidup; 
l. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan dan 
menyimpan data dan informasi seksi pembangunan; 
m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai tugas pokok; 
n. Melakukan pengawasan pelaksanaan renstra dan 
rencana anggaran satuan kerja seksi pembangunan 
secara berkala; 
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4. Kepala seksi pemerintahan 
Uraian tugas kepala seksi pemerintahan 
a. Menyusun, mengkaji dan merumuskan rancangan     
renstra dan rancangan anggaran satuan kerja seksi; 
b. Mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran 
satuan kerja seksi pembanguan dengan lurah, 
sekretaris kelurahan dan seksi lain di lingkup 
kelurahan; 
c. Mengkoordinasikan tugas- tugas seksi pemerintahan; 
d. Membantu lurah dalam pembinaan pengembangan 
pegawai di lingkup seksinya; 
e. Melaksanakan renstra dan rancangan anggaran 
satuan kerja seksi; 
f. Menyusun pedoman penyelengaraan tugas seksi 
pemerintahan; 
g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan 
penyelengaraan urusan pembangunan dan 
pengembangan perekonomian dan produksidi tingkat 
kelurahan; 
h. Melakukan pembinaan idiologi negara dan kesatuan 
bangsa ditingkat kelurahan; 
i. Melakukan kerjasama antar kelurahan dengan 
kelurahan serta antar kelurahan dan desa; 
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j. Memberikan fasilitas pembinaan dan pembentukan 
lembaga – lembaga kelurahan; 
k. Menyelenggrakan tugas pembantuan baik dari 
pemerintah provinsi maupun kabupaten dan 
kecamatan; 
l. Melakukan inventarisasi dan pengawasan dan 
pengawasan atas tanah – tanah negara, tanah asset 
pemerintah daerah dan melakukan monitoring 
terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan 
penggunaan tanah terlantar, tanah negara bebas dan 
tanah timbul yang berada di wilayah kelurahan; 
m. Membantu lurah dalam pelaksanaan tugas 
pembantuan dibidang pajak bumi dan bangunan dan 
pendistribusian surat penetepana pajak tahunan ( 
sppt); 
n. Melakukan pengawasan perizinan terhadap suatu 
usaha atau kegiatan usaha di wilayah kelurahan serta 
memberikan rekomendasi dalam pengurusan 
perizinan seperti perizinan seperti izin gangguan (ho), 
imb, situ, siup, izin industri, izin gudang, dan izin 
reklame; 
o. Melaksanakan pembinaan pelayanan umum di tingkat 
kelurahan; 
75 
p. Melaksanakan dan mmemberikan pelayanan 
administrasi kependudukan dan catatan sipil seperti 
pendaftaran penduduk, mutasi penduduk, laporan 
penduduk, dan memberikan surat pengantar untuk 
mendapatkan ktp,kk, surat pindah penduduk, akta 
kelahiran, akta kematian, dan akta perkawinan; 
q. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan, dan 
menyimpan data dan informasi seksi pemerintahan; 
r. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan 
oleh atasan sesuai tugas pokok; 
s. Melakukan pengawasan pelaksanaan renstra dan 
rencana anggaran satuan kerja seksi pembangunan 
secara berkala; 
5. Kepala seksi kesejahteraan rakyat 
Uraian tugas kepala seksi kesejahteraan rakyat : 
a. Menyusun, mengkaji dan merumuskan rancangan     
renstra dan rancangan anggaran satuan kerja seksi; 
b. Mengkoordinasikan renstra dan rencana anggaran 
satuan kerja seksi pembanguan dengan lurah, 
sekretaris kelurahan dan seksi lain di lingkup 
kelurahan; 
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c. Mengkoordinasikan tugas- tugas seksi kesejateraan 
rakyat; 
d. Membantu lurah dalam pembinaan pengembangan 
pegawai di lingkup seksinya; 
e. Melaksanakan renstra dan rancangan anggaran 
satuan kerja seksi; 
f. Menyusun pedoman penyelengaraan tugas seksi 
kesejateraan rakyat; 
g. Menyiapkan konsep kebijakan pembinaan dan 
penyelengaraan urusan pembangunan dan 
pengembangan perekonomian dan produksidi tingkat 
kelurahan; 
h. Menyelenggarakan pembinaan pelayanan 
kesejahteraan sosial dan bantuan sosial; 
i. Melakukan pencegahan dan penanggulangan 
bencana alam, pengungsi serta masalah sosial 
lainnya; 
j. Menyelenggarakan pendataan dan pendaftaran calon 
TKI ke luar negeri ( tidak termasuk pemagangan ke 
luar negeri) dan memberikan fasilitas penyaluran 
tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja; 
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k. Menyelenggarakan kehidupan beragama , kerukunan 
hidup antar umat beragama/ seagama serta 
antarumat beragama dan pemerintah; 
l. Memantau dan mengawasi tempat – tempat hiburan, 
wisma dan penginapan di wilayah kelurahan untuk 
menghidari penularan terhadap penyakit kelamin 
termasuk HIV dan AIDS serta melaporkan terjadinya 
wabah penyakit; 
m. Memantau dan mengawasi industri rumah tangga, 
makanan minuman yang berdomisi di kelurahan; 
n. Menerima, mengumpulkan, memutakhirkan, dan 
menyimpan data dan informasi seksi pemerintahan; 
o. Melaksanakan Tugas Kedinasan Lain Yang Diberikan 
Oleh Atasan Sesuai Tugas Pokok; 
p. mengevaluasi Pelaksanaan Renstra Dan Rencana 
Anggaran Satuan Kerja Seksi Pembangunan Secara 
Berkala; 
q. membuat laporan berkala bulanan dan tahunan 




BAB  IV 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
4.1. Karakteristik Responden 
Pada bab ini akan membahas lebih lanjut mengenai tanggapan 
para responden terhadap pelayan publik di Kecamatan Maritengngae. 
Pelayanan yang dimaksudkan disini adalah pelayanan administrasi yang 
meliputi pelayana Kartu keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), 
dan Akte Kelahiran. 
Namun sebelumnya akan dibahas terlebih dahulu mengenai 
karakteristik responden yang pada penelitian ini berjumlah 60 ( enam 
puluh ) orang. Dimana dari jumlah tersebut memilki karakteristik yang 
berbeda – beda baik itu Usia, Jenis Kelamin, Tingkat Pendidikan, dan 
Jenis pekerjaan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat di tabel sebagai berikut: 
Tabel 4.1 
Karakteristik Responden Menurut Usia 
Usia F % 
20 – 30 
31 – 40 
41 – 50 













Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, februari 2012 
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Pada tabel 4.1 terlihat jelas bahwa usia responden 
terbanyak berada pada rentang usia 20 – 30 tahun sebanyak 20 
orang atau 33,33%. Kemudian responden yang berada pada 
rentang usia 31 – 40 tahun dan 41 – 50 tahun sebanyak 15 orang 
atau 25%, rentang usia 51 – 60 tahun sebanyak 9 orang atau 15% 
dan yang terakhir rentang usia diatas 60 tahun sebanyak 1 orang 
atau 1,167%. 
Tabel 4.2. 
Karaketeristik Jenis Kelamin 
Jenis Kelamin F % 






Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, februari 2012 
 Pada tabel 4.2 dapat dijelaskan bahwa responden yang 
berjenis kelamin laki – laki lebih dari setengah dari jumlah yang 
dijadikan sampel dibandingkan dengan perempuan.adapun 
perbandingannya  yaitu jumlah laki – laki 46 orang atau 76,67% 









Karakteristik Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan 





















Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, februari 2012 
 Tabel 4.3 dapat diambil kesimpulan bahwa dari tottal 6o 
responden yang dijadikan sampel dan yang paling dominan di 
tingkat pendidikan yaitu S1 sebanyak 19 orang atau 31,67%, 
kemudian di tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 17 orang atau 28,33, 
tingkat SMP sebanyak 15 orang atau 25%, tingkat D1- D3 
seabnyak 4 orang atau 6,67 dan yang terakhir di tingkat SD 
sebanyak 3 orang atau 5%. 
Tabel 4.4. 
Karakteristik Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan 
Jenis Pekerjaan F % 
Petani 














Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
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 Tabel 4.4 dapat dijelaskan mengenai karakteristik  jenis 
pekerjaan responden bahwa yang jenis pekerjaan yang paling 
dominan adalah Pegawai Negeri Sipil sebanyak 21 orang atau 
35%, dan selanjutnya yang bekerja sebagai petani 19 orang atau 
31,67%, yang bekerja sebagai wiraswasta sebanyak 14 orang atau 
23,33%, dan adapun yang sebagai pelajar / mahasiswa dan 
URT/tidak bekerja sebanyak 3 orang atau 5%. 
4.2. Pelayanan Publik di Kecamatan Maritengngae Kabupaten 
Sidenreng Rappang 
 Adapun yang menjadi objek penelitian penulis dalam hal ini adalah 
pelayanan Administrasi di Kecamatan Maritengngae. Yang menjadi 
batasan dalam  penelitian ini yaitu berupa pelayanan Kartu Keluarga (KK), 
Kartu Tanda Penduduk (KTP), Akte Kelahiran. 
4.2.1. Kartu Keluarga (KK) 
 Kartu keluarga adalah kartu yang memuat nama – nama anggota 
keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab kepala 
keluarga di berikan atau keluarkan oleh lurah dan di tanda tangani oleh 
kepala keluarga, RT, RW, dan Lurah. 
 Adapun yang menjadi persyaratan untuk mengurus Kartu Keluarga 
( KK ) di Kecamatan Maritengngae sebagai berikut : 
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1. Melampirkan Kartu Keluarga( KK) asli jika melakukan pergantian 
atau perubahan. 
2. Foto copy ijasah, surat nikah,akte kelahiran jika ada perubahan. 
3. Melampirkan keterangan lahir dari bidang jika ada penambahan. 
4. Melampirka surat keterangan pindah dari luar daerah. 
5. Melampirkan surat keterangan pindah jika antar kelurahan dan 
kecamatan dari kelurahan atau kecamatan bersangkutan. 
4.2.2. Kartu Tanda Penduduk ( KTP )  
 Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi Penduduk 
sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di 
seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kartu ini wajib 
dimiliki bagi Warga Negara Indonesia (WNI) dan Warga Negara Asing 
(WNA) yang memiliki Izin Tinggal Tetap(ITAP) yang sudah berumur 17 
tahun atau sudah pernah kawin atau telah kawin. Anak dari orang tua 
WNA yang memiliki ITAP dan sudah berumur 17 tahun juga wajib memilki 
KTP. KTP bagi WNI berlaku selama lima tahun dan tanggal berakhirnya 
disesuaikan dengan tanggal dan bulan kelahiran yang bersangkutan. KTP 
bagi WNA berlaku sesuai dengan masa Izin Tinggal Tetap. Khusus warga 
yang telah berusia 60 tahun dan ke atas, mendapat KTP seumur hidup 
yang tidak perlu diperpanjang setiap lima tahun sekali. 
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Persyaratan untuk pengurusan pengambilan Kartu Tanda Penduduk ( 
KTP ) sebagai berikut : 
1. Melampirkan surat pengantar dari RT/RW. 
2. Melampirkan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) asli jika melakukan 
pergantian atau perubahan. 
3. Foto copy ijasah, surat nikah,akte kelahiran jika ada perubahan. 
4. Melampirkan foto copy Kartu Keluarga ( KK ). 
4.2.3.  Akte Kelahiran 
           Persyaratan untuk pengambilan akte kelahiran sebagai berikut : 
1. Foto copy surat nikah orang tua/ keterangan nikah. 
2. Foto copy KTP kepala keluarga. 
3. Foto copy kartu keluarga ( KK). 
4.2.4. Alur Pelayanan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk 








1. Mencatat ke dalam buku harian 
peristiwa kependudukan. 
2. Melakukan verifikasi dan validasi 
penduduk. 
3. Kepala desa/lurah menandatangani 
formulir biodata penduduk. 
Membawanya ke kantor catatan 
sipil untuk proses lebih lanjut 
Masyarakat mengambil 
surat keterangan  di RT/RW 
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4.3. Data Penduduk Yang Telah Melakukan Pelayanan Administrasi 
Kependudukan di Kecamatan Maritengngae 
 Di Kantor Desa/Kelurahan yang ada di Kecamatan 
Maritengngae hampir setiap harinya melakukan pelayanan 
administrasi kependudukan  kepada masyarakat. Adapun jumlah 
pelayanan yang dilakukan masyarakat dilihat dari beberapa lokasi 
sampel penelitian yang ada di Kecamatan Maritengngae sebagai 
berikut : 
Tabel 4.5 
Jumlah Kepemilikan Administrasi Kependudukan dilihat 
Jumlah Wilayah Penelitian di Kecamatan Maritenggae, Tahun 
2011 
























 Jumlah 61999 198 5676 
Sumber : Kantor Desa/Kelurahan 
Dari tabel 4.5 terlihat jelas bahwa jumlah masyarakat yang telah 
melakukan pelayanan di tahun 2011 di 3 sampel penelitian itu sidah 
dominan memiliki KTP,KK, dan AK. Dan data tersebut juga  
dibenarkan oleh Kepala Desa dan Kelurahan melalui wawancara, 
dan hasil wawancaranya sebagai berikut : 
85 
“ untuk pelayanan di bidang KTP,KK, dan AK itu masyarakat 
yang ada disini dominan atau 90% sudah memiliki. Tetapi 
masih ada masyarakat yang belum mengurus itu di 
karenakan mereka berfikiran nanti saja mengurus jika 
mereka betul- betul membutuhkannya”  
(wawancara, 7,5,2012, pukul 10.00 wita) 
4.4. Penetapan Tarif dan Waktu pelayanan KK, KTP, dan Akte 
Kelahiran 
Berikut akan dipaparkan penetapan tarif dasar dan waktu 
pelayanan KK, KTP, dan Akte Kelahiraan sesuai Perda Kab. Sidrap No. 4 
tahun 2009 tentang pembuatan, penggantian biaya cetak KTP dan Akta 
Catatan Sipil.  
Tabel 4.6 
Penentuan Tarif Dasar dan Waktu Pelayanan KK, KTP, 
dan AK Di Wilayah Kecamatan Maritengngae  






Sumber: Olah data primer, Februari 2012 
 
Dari penjelasan tabel 4.5 di atas dapat diketahui penerapan tarif 
dan waktu pelayanan sesuai Perda No 04 tahun 2009menjelasakan ada 
perbedaan antara penetapan tarif di desa dan di kelurahan dan penetapan 















1 – 2  Hari 
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seharga Rp. 10.000 sedangkan untuk wilayah kelurahan di gratiskan. 
menurut keterangan yang di dapatkan dari pejabat terkait perbedaan 
tersebut dikarenakan di wilayah desa dalam penetapan tarif tidak 
mengikuti peraturan daerah tersebut dikarenakan penerapan otonomi 
desa yang berlaku di Kabupaten Sidrap dengan diberlakukannya 
Peraturan Desa (PERDES). Dari keterangan tersebut penulis 
berkesimpulan bahwa dalam penetapan tarif dan waktu pelayanan 
terdapat perbedaan dalam ketentuan peraturannya.  
4.5. Tanggapan Responden Tentang Efektifitas Pelayanan Publik Di   
Kecamatan Maritengngae 
 Sejalan dengan kebutuhan masyarakat akan pelayanan yang 
berkualitas dari pemerintah, maka sebagai pelayanan publik yang 
mendapat kepercayaan dari masyarakat, mereka harus senantiasa 
mengacu pada kepuasan total para pelanggan yang merupakan tujuan 
pokok dalm pemberian pelayanan. Karena itu perbaikan kualitas 
hendaknya secara terus menerus/berkesinambungan mengenai persepsi 
masyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik di Kecamatan 
Maritengngae akan tergambar dalam uraian dengan mengacu pada 
beberapa indikator, yaitu : 
1. Kesederhanaan; 





6. Keadilan yang merata; dan 
7. Ketepatan waktu. 
 Selain kedelapan indikator tersebut, juga akan dipaparkan 
mengenai harapan masyarakat kedepannya tentang pelayanan yang 
dilakukan oleh Pemerintah Kecamatan Maritengngae. 
4.4.1.   Kesederhanaan  
            Kesederhanaan pelayanan dalam artian bahwa prosedur atau tata 
cara pelayanan umum diselenggarakan secara mudah dipahami, mudah 
dilaksanakan. Dikatakan pelayana umum itu prima bila dalam 
pelaksanaannya tidak menyulitkan, prosedurnya tidak banyak seluk – 
beluknya, persyaratan yang harus dipenuhi pelanggan mudah di penuhi, 
tidak bertele – tele, tidak mencari kesempatan dalam kesempitan. 
Pada tabel 4.7 
Tanggapan responden mengenai kemudahan prosedur pelayanan 
publik. 













Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
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 Dari tabel 4.5 diatas menjelaskan bahwa mayoritas responden 
memberikan penilaian pada kategori  Mudah.  Hal ini dapat dilihat bahwa 
dari 60 responden yag menjawab, sebanyak 45 orang atau sebesar 75%  
yang menjawab mudah mengenai prosedur pelayanan pemerintah, 
selanjutnya yang menjawab kurang mudah 9 orang atau 15%, yang 
menjawab sangat mudah 4 orang atau 6,67% dan sisanya itu yang 
menajwab tidak mudah sebanyak 2 orang atau 3,33%. 
 Dengan demikian, dapat diinterpretasikan bahwa prosedur 
pelayanan kependudukan dalam hal kesederhanaan pelayanan grafiknya 
dinilai masyarakat cukup baik.  
4.3.2. kejelasan dan Kepastian 
 Kejelasan dan kepastian disini dimaksudkan adanya kejelasan dan 
kepastian penanggung jawab, kemudian kejelasan dan kepastian umum, 
persyaratan pelayanan umum, persyaratan pelayanan umum baik teknis 
maupun administrasi, unit kerja, dan pejabat yang berwenang dan 
bertanggung jawab dalam memberikan  pelayanan umum, rincian 






Pada tabel 4.8 

















Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Seperti terlihat dalam tabel 4.6 jawaban responden mengenai 
kejelasan dan kepastian tentang tata cara pelayanan dominan memilih 
Sesuai. Hal ini dapat dilihat dari 53 orang atau 88,33% memilih sesuai, 
selanjutnya memilih jawaban Kurang Sesuai sebanyak 4 orang atau 
6,67%, dan yang memilih jawaban Sangat Sesuai sebanyak 3 orang atau 
5%, dan jawaban untuk Tidak Sesuai tidak ada responden memilihnya.  
Tabel 4.9 
Kepastian Biaya/Tarif Pelayanan Administrasi Kependudukan 













Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Pada tabel 4.7 adalah tanggapan responden tentang kepastian 
biaya/ tarif administrasi kependudukan dan dominan jawaban responden 
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adalah Sesuai. Klasifikasinya responden yang memilih Sesuai 42 orang 
atau 70 %, selanjutnya memilih Kurang Sesuai sebanyak 12 orang atau 
20%, jawaban Sangat Sesuai 4 orang atau 6,67% dan terakhir itu Tidak 
Sesuai ada 2 orang atau 3,33%. 
 Hasil dari penilaian responden pada tabel 4.5 dan 4.6 yang 
merupakan salah satu indikator Kejelasan dan Kepastian dapat 
disimpulkan bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dinilai 
cukup jelas dan terjamin. Selain itu, berdasarkan hasil wawancara penulis 
dengan salah satu staf kantor di Kelurahan : 
“ terkait masalah kejelasan dan kepastian, akan selalu diberikan 
pemahaman dari segi persyaratan layanan administrasi 
kependudukan seperti KK, KTP, dan Akte Kelahiran, akan terus 
kami pantau dan perhatikan segala bentuk pengurusan yang 
masyarakat inginkan sampai betul – betul yang mereka urus terbit 
dan jadi seperti yang mereka inginkan. Untuk selanjutnya dari pihak 
aparat sendiri, agar tidak ada kesalah pahaman dari masyarakat, 
maka untuk jenis layanan apapun, persyaratan, biaya dan lain – 
lainya harus ditransparankan baik melalui lisan atau tulisan dan 
papan – papan pengumuman”.( wawancara, 11, 01,2012,pukul 11.00wita) 
4.3.3. Keamanan  
 Dalam hal keamanan, proses dan hasil pelayanan publik dapat 
memberikan keamanan, kenyamanan. Adanya kepercayaan masyarakat 
kepada pegawai dalam melaksanakan tugas sesuai dengan prosedur 
yang jelas. 
 Keamanan yang dimaksud disini adalah bukan hanya dilihat dari 
sudut pandang orang yang tidak bertanggung jawab seperti pencopet 
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maupun maling motor dan helm milik masyarakat tetapi juga mencakup 
dengan percaloan yang selama ini akrab dengan masyarakat Indonesia. 
Pada tabel 4.10 
Keamanan Layanan 













Jumlah 60 100 
 Pada tabel 4.8 terlihat bahwa tanggapan responden tentang 
keamanan seperti maling motor dan helm, pencopet, dan calo sudah 
termasuk aman dan itu terlihat pada jawaban para responden. 
Rekapitulasinya yaitu responden yang menganggap Aman 39 orang atau 
65%, selanjutnya yang menganggap Kurang Aman 10 orang atau 16,67%, 
yang mengagnggap Sangat Aman 8 orang atau 13,33%, dan adapun 
responden yang menganggap Tidak Aman 3 orang atau 5%. 
Jadi penilaian responden tentang indikator keamanan dilihat dari 
keamanan seperti maling motor da helm, pencopet dan calo sudah Bagus. 
Adapun penilaian responden mengenai Kurang Aman dikarenakan 
mereka telah pernah mengalami kecurian sperti helm sebab kurangnya 






Kenyamanan sarana prasarana dan keramahan Aparatur dalam 
pelayanan. 













Jumlah  60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
Tabel 4.9 menunjukkan bahwa kenyaman sarana prasara dan 
keramahan aparatur dalam pelayanan dapat dilihat dari jawaban 
responden dan penilaian para responden dominan memilih Nyaman. Hal 
ini bisa di lihat pada klasifikasi responden 44 orang atau 73,33% 
mengatakan Nyaman, selanjutnya 12 orang atau 20% mengatakan Tidak 
Nyaman, 3 orang atau 5% mengatakan Sangat Nyaman, dan yang 
terakhir mengatakan Tidak Nyaman 1 orang atau 1,67%. 
 Seperti terlihat diatas penilaian responden dominan memilih 
Nyaman jadi dalam artian bahwa tanggapan responden tentang sarana 
prasarana dan keramahan aparat sudah Bagus.  Adapun responden 
megatakan Kurang Nyaman dikarenakan responden mengatakan 
aparatnya kurang ramah, pelayanannya tidak memuaskan dan tidak 
sesuai dengan ketentuan yang ada. Adapun hasil wawancara dengan 
Kepala Desa/Kelurahan di Kecamatan Maritengngae : 
“ memang sudah banyak terdengar dari keluhan masyarakat  
tentang kecurian helm tapi syukur alhamdulillah bukan motor yang 
hilang, tapi saat ini kami sudah meyiapkan lahan parkiran depan 
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kantor dan biasanya juga petugas kebersihan kantor memantau 
parkiran. Mengenai sarana prasaran kami sudah menyiapkan 
secukupnya saja dikantor seperti kipas angin, meja dan kursi. 
Tentang keramahan petugas itu saya juga sering kali mengawasi 
aparatur yang sedang melakukan pelayanan kepada masyarakat”.  
( wawancara 11,01,2012, pukul 01.25 wita) 
4.3.4. Keterbukaan  
 Keterbukaan nampaknya berkaitan dengan indikator kejelasan dan 
kepastian pelayanan. Dalam pengertian munculnya kejelasan dan 
kepastian layanan tentu terjadi kalau ada keterbukaan ketentuan 
pelayanan. 
 Keterbukaan yang dimaksud disini, berarti hal – hal yang berkaitan 
dengan proses pelayanan umum wajib diinformasikan secara terbuka agar 
mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat baik diminta maupun 
tidak diminta. Keinginan pelanggan adalah dilayani dengan jujur. Oleh 
karena itu aparatur yang bertugas harus memberikan penjelasan dengan 
sejujur – jujurnya, apa  adanya dalam peraturan atau norma – norma, 
jangan menakut – nakuti, jangan merasa berjasa dalam memberikan 









Tanggapan responden mengenai kemudahan memperoleh 
Informasi administrasi kependudukan 













Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
Pada tabel 4.10  memperlihatkan bahwa 4 orang atau 6,67% 
menjawab Tidak Mudah,  6 orang atau 10% menjawab Kurang Mudah, 
selanjutnya 43 orang atau 71,67% menjawab Mudah, dan terakhir 7 orang 
atau 11,66% menjawab Sangat Mudah.  
Dari jawaban diatas terlihat jelas bahwa masyarakat Mudah 
mendapatkan informai tentang administrasi kependudukan.adapunyang 
menjawab Tidak dan Kurang Mudah mungkin dia tidak terlalu 
memperhatikan dan membaca informasi yang disampaikan. Dan sesuai 
dengan pengamatan selama dilapangan bahwa informasi persyaratan 
layanan telah disampaikan dengan cukup  dan jelas melaui aparat 








Kejelasan tentang ketentuan pelayanan administrasi kepada 
masyarakat 
Tanggapan Responden F % 
Tidak Pernah ada pemberitahuan dan 
penjelasan 
Hanya diberitahukan tanpa penjelasan 












Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Pada tabel 4.11 menjelaskan tentang Kejelasan tentang ketentuan 
pelayanan administrasi kepada masyarakat, jadi para responden dominan 
menjawab Dijelaskan Jika diminta. Hal ini disebabkan karna aparat 
pemerintah sudah melakukan sosialisasi semaksimal mungkin agar 
masyarakat yang ingin melakukan pengurusan adminsitrasi 
kependudukan tidak mengalami lagi kesulitan. Dan adapun hasil 
wawancara dengan kepala desa/kelurahan : 
 “ Kalau masalah keterbukaan layanan kepada masyarakat 
kami sudah melakukan kegiatan sosialisasi jika ada setiap 
pertemuan denga aparat desa/kelurahan yang melibatkan juga 
masyarakat, selain itu juga kami menempelkan selebaran informasi 
yang mudah dilihat langsung oleh masyarakat. Itu semua kami 
lakukan agar tidak terjadi kesalahan jika masyarakat melakukan 
pengurusan. 
  ( wawancara 11,01,2012, pukul 13.25) 
  Jadi dapat dilihat dari hasil penelitian dilapangan dari jawaban 
responden. 38 orang atau 63,33% memilih Dijelaskan Jika diminta, 
selanjutnya 17 orang atau 28,33% memilih Selalu dijelaskan, 5 orang atau 
8,33% memilih Hanya diberitahukan tanpa penjelasan, dan yang terakhir -
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tidak ada responden memilih Tidak Pernah Ada Pemberitahuan dan 
Penjelasan. 
4.3.5 Ekonomis  
 Ekonimis yang dimaksudkan disini adalah pengenaan biaya 
pelayanan umum harus ditetapkjan secara wajar dengan memperhatikan 
nilai barang dan jasa pelayanan dan tidak menuntut biaya yang tinggi 
diluar kewajaran kondisi masyarakat untuk membayar secara umum. 
 Berikut ini merupakan beberapa tabel hasil dari penelitian 
responden terkait dengan kewajaran dalam hal pengenaan biaya atau tarif 
pengurusan administrasi kependudukan. 
Tabel 4.14 
Tanggapan Responden Tentang Pengenaan Biaya Tarif Kartu Tanda 
Penduduk (KTP) 
Tanggapan Reponden F % 
Rp 5.000 – Rp10.000 
Rp 10.000 – Rp 15.000 










Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
Dari tabel 4.13 terlihat jelas bahwa dominan responden  memilih 
jawaban mengenai biaya tarif KTP menjawab Lainnya ( Gratis ). Hal ini 
disebabkan karna program pemerintah untuk menggratiskan. Dan adapun 
masyarakat yang membayar disebabkan karena sudah termasuk  dalam 
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APBDes dan telah di tentukan biaya tarifnya. Sedangkan yang membayar 
lebih dari Rp 10.000 itu biasanya masyarakat tidak mau susah dan mau 
terima beres jadi dia bersedia membayarkan lebih untuk pengurusan. 
Adapun klasifikasinya jawaban responden 20 orang atau 33,33% 
menjawab Rp 5.000 – Rp 10.000, selanjutnya 11 orang atau 18,33% 
menjawab Rp 10.000 – Rp 15.000, 8 orang atau 13,33%, dan yang 
terakhir 21 orang atau 35% menjawab lainnya. 
Tabel 4.15 
Tanggapan Responden Tentang Pengenaan Biaya Tarif Kartu 
Keluarga (KK) 
Tanggapan Reponden F % 
Rp 5.000 – Rp10.000 
Rp 10.000 – Rp 15.000 










Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
Dari tabel 4.14 terlihat jelas bahwa dominan responden menjawab 
memilih jawaban mengenai biaya tarif Kk yaitu sebesar Rp 5.000 – Rp 
10.000 dengan 20 orang atau 33,33%, dan selanjutnya responden 
menjawab lainnya 21 orang atau  itu di karenakan berbagai alasan sama 
dengan tanggapan responden mengenai pelayanan KTP, dan 11 orang 
atau 18,33% menjawab Rp 10.000 – Rp 15.000, dan 8 orang atau 13,33% 










Rp 5.000 – Rp10.000 
Rp 10.000 – Rp 15.000 










Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Tabel4.14 menunjukkan bahwa responden yang menilai tentang 
pengenaan biaya tarif pengurusan administrasi kependudukan dominan 
menjawab Lainnya ( Gratis ). Hal ini sama alasannya dengan pembuatan 
KK dan KTP. Adapun klasifikasinya jawaban responden 20 orang atau 
33,33% menjawab Rp 5.000 – Rp 10.000, selanjutnya 11 orang atau 
18,33% menjawab Rp 10.000 – Rp 15.000, 8 orang atau 13,33%, dan 
yang terakhir 21 orang atau 35% menjawab lainnya. 
Tabel 4.17 
Tanggapan Responden tentang Keadilan Biaya Yang Telah Di 
Tetapkan Dengan Dibayarkan 
Tanggapan Responden F % 
Selalu Tidak Sesuai 











Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Dari tabel 4.15 terlihat bahwa tanggapan responden tentang 
keadilan biaya yang telah ditetapkan dominan masyarakat memilih 
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Banyak Sesuai. Hal ini di karenakan bahwa Pemerintah Desa telah 
menetapkan biaya untuk pengurusan administrasi kependudukan  yang 
sudah termasuk dalam APBDes dan untuk kelurahan telah menggratiskan 
dan termasuk dalam program pemerintah. Klasifikasi responden yang 
menjawab Selalu Tidak Sesuai tidak ada responden memilihnya, dan 
selanjutnya 13 orang atau 21,67%  kadang – kadang sesuai, 29 orang 
atau 48,33% menjawab banyal sesuai, dan yang terakhir 18 orang atau 
30% menjawab Selalu Sesuai. 
4.3.6. Keadilan Yang Merata 
 Keadilan yang merata dalam artian cakupan atau jangkauan 
pelayanan umum harus diusahakan seluas mungkin dengan distribusi 
yang merata dan dilakukan secara adil, tidak membeda – bedakan 
kedudukan masyarakat karena setiap masyarakat mempunyai hak yang 
sama. Pendapat responden dapat dilihat pada tabel sebagai berikut : 
Tabel 4.18 
Tanggapan Responden Tentang Keadilan dalam Hal Pemberian 
Layanan 













Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
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 Tabel 4.16 menunjukkan penilaian responden tentang keadilan 
dalam hal pemberian pelayanan dominan memilih Adil. Klasifikasi yaitu 5 
orang atau 8,33% menjawab Tidak Adil, selanjutnya 10 atau 16,67% 
menjawab Kurang Adil, 36 orang atau 60% menjawab Adil, dan yang 
terakhir 9 orang atau 15% menjawab Sangat Adil. 
 Untuk itu dapat digambarkan bahwa masalah keadilan dalam 
pemberian pelayanan di Kantor Desa/Kelurahan di Kecamatan 
Maritengngae masih kurang disebabkan banyak masyarakat merasakan 
ke tidak adilan dengan berbagai alasan. Dan disamping itu berbanding- 
terbalik dengan apa yang di jelaskan staf desa/kelurahan melalui 
wawancara : 
“ dalam meberikan pelayanan kepada masyarakat, kami tidak 
melihat dari latar belakang masyarakat, siapapun dia, kami 
perlakukan sama sesuai dengan peraturan yang berlaku, baik itu 
masyarakat dari kalangan miskin maupun sebaliknya, kami 
perlakukan sama”. 
 ( wawancara 11,01,2012, 13.30 wita) 
4.3.7. Ketapatan Waktu 
 Ketepatan waktu dimaksudkan bahwa pelakasanaan pelayanan 
umum dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Hal 
ini didukung oleh kemampuan aparat dalam menyelesaikan tugas 
pelayanan, dan sarana yang memadai. Tanggapan responden mengenai 
waktu pengurusan Kartu Tanda Penduduk ( KTP ), Kartu Keluarga ( KK ), 
dan Akta Kelahiran sebagai berikut : 
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Tabel 4.19 
Tanggapan Responden Tentang Waktu Pengurusan Kartu Tanda 
Penduduk ( KTP ) 
Tanggapan Responden F % 
1 – 2 hari 
3 – 4 hari 










Jumlah  60 100 
Sumber : Olahan data primern, Februari 2012  
Dari tabel 4.17 terlihat bahwa untuk ketepatan pembuatan KTP 
adalah responden dominan menjawab 1 – 2 hari, hal ini berarti ketepatan 
waktu pembuatan KTP sudah termasuk cepat. Dan klasifikasi responden 
yang memilih 1 – 2 hari 34 orang atau 56,66%, selanjutnya 3 – 4 hari 11 
orang atau 18,33%, 5 – 10 hari 5 orang atau 8,33%, dan yang terakhir 10 
orang atau 16,67%.    
Tabel 4.20 
Tanggapan Responden Tentang Pengurusan Kartu Keluarga ( KK ) 
Tanggapan Responden F % 
1 – 2 hari 
3 – 4 hari 










Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Dari tabel 4.18 terlihat bahwa untuk pengurusan Kartu Keluarga 
(KK) adalah dominan responden menjawab 1 – 2 hari, berarti ketepatan 
waktu pembuatan kartu keluarga sudah termasuk golongan cepat. Dan 
klasifikasi responden memilih 1 – 2 hari 25 orang atau 41,66%, 
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selanjutnya 3 – 4 hari 9 orang atau 15%, 5 – 10 hari dan lainnya 13 orang 
atau 21,67%. 
Tabel 4.21 
Tanggapan Responden Tentang Pengurusan Akte Kelahiran 
Tanggapan Responden F % 
1 – 2 hari 
3 – 4 hari 










Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Dari tabel 4.19 terlihat bahwa untuk pengurusan Akte Kelahiran 
adalah dominan responden menjawab 1 – 2 hari, berarti ketepatan waktu 
pembuatan Akte Kelahiran sudah termasuk golongan cepat. Dan 
klasifikasi responden memilih 1 – 2 hari 20 orang atau 33,33%, 
selanjutnya 3 – 4 hari 17orang atau 28,34%, 5 – 10 hari 11 orang atau 
18,333%dan yang terakhir 12 orang atau 20%. 
Tabel 4.22 
Tanggaapan Responden Tentang Kecepatan Pelayanan 















Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
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 Dari tabel 4.20 terlihat bahwa untuk kecepatan untuk pelayanan 
adalah dominan responden menjawab Cepat, berarti kualitas pelayanan 
aparat sudah termasuk memuaskan masyarakat. Adapun kebanyakan 
responden menjawab masih Kurang Cepat pelayanannya dan mereka 
tidak tahu sama sekali apa alasannya.  Dan klasifikasi responden memilih 
Tidak Cepat 1orang atau 1,67%, selanjutnya Kurang Cepat 28 orang atau 
46,66%, Cepat 30 orang atau 50% dan yang terakhir Sangat Cepat 1 
orang atau 20%. 
 Hasil penilaian responden terhadap ketepatan waktu dapat 
disimpulkan bahwa lama penyelesaian urusan administrasi kependudukan 
seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga ( KK), dan Akte 
Kelahiran sudah terbilang cepat. Namun demikian pula, sesuai halamanya 
waktu penyelesaian karena di sebabkan oleh banyaknya orang dan 
pegawai di desa/kelurahan terbatas. 
 Adapun hasil wawancara dengan kepala desa/kelurahan terkait 
dengan masalah ketepatan waktu : 
“lamanya pengurusan karena beberapa masyarakat selalu bermasa 
bodoh atau hanya mengabaikan untuk melakukan pengurusan, 
baik itu sudah wajib memiliki atau memperpanjang masa aktif, 
kebanyakan mereka ingin mengurus bila mana mereka betul 
membutuhkan secepatnya”. 
 ( wawancara 12,01,2012, 11.00 wita) 
4.3.8. Efisiensi 
 Efisiensi yang dimaksud disini adalah persyaratan pelayanan 
umum hanya dbatasi pada hal – hal yang langsung berkaitan dengan 
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pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan antara 
persyaratan dengan produk pelayanan umumyang diberikan, dan dicegah 
adanya pengulangan pemenuhan kelengkapan persyaratan dalam hal 
proses pelayanannya mempersyaratkan kelengkapan persyaratan dari 
satuan kerja/instansi pemerintah lain yang berkaitan. 
Tabel 4.23 
Tanggapan Responden Tentang Ketepatan Waktu dalam Pelayanan 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
Dari tabel 4.21 dapat dilihat bahwa dominan responden menjawab 
Tepatuntuk mengenai tanggapan responden tentang ketepatan waktu  
dalam pelayanan. Klasifikasi jawaban responden yang menjawab Kurang 
Tepat dan Kadang – Kadang Tepat tidak ada responden yang memilihnya, 
untuk pilihan jawaban Tepat 48 orang atau 80%, dan yang terakhir Sangat 
Tepat 12 orang atau 20%. 
 Berdasarkan pengamatan dilapangan, apabila ada masyarakat 
mengurus administrasi kependudukan aparat langsung memprosesnya 
sehingga tidak ada berkas yang bertumpuk di kantor desa/kelurahan. 
 
 
Tanggapan Responden F % 
Kurang Tepat 











Jumlah 60 100 
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Tabel 4.24 
Tanggapan Responden Tentang Kecakapan ( Kemampuan ) Petugas 
dalam Memberikan Pelayanan 
Tanggapan Responden F % 












Jumlah 60 100 
Sumber : Olahan data primer, Februari 2012 
 Dari tabel 6.2 terlihat bahwa untuk tanggapan responden mengenai 
kecakapan ( kemampuan ) petugas dalam memberikan pelayanan 
dominan menjawab Cakap, hal ini berarti bahwa aparat dalam 
memberikan pelayanan kepada masyarakat sudah memuaskan dan 
sudah bagus. Dan klasifikasi jawaban responden yang memilih jawaban 
Tidak Cakap 1 orang atau 1,67%, selanjutnya Kurang Cakap 1 orang atau 
1,67%, Cakap 57 orang atau 95%, dan yang terakhir Sangat Cakap 1 
orang atau 1,67%. 
4.3.9. Harapan masyarakat terhadap pelayanan publik yang 
dilakukan oleh aparatur di Kecamatan Maritengngae  
 Dalam lingkungan masyarakat yang banyak terdapat lapisan atau 
strata maupun golongan – golongan individu masyarakat yang memiliki 
kepribadian atau pemikiran yang berbeda – beda pula. Atas dasar itulah, 
terjadi pula berbagai perbedaan mengenai harapan masyarakat 
kedepannya mengenai pelayanan publik di Kecamatan Maritengngae. 
Adapun harapan masyarakat tersebut, adalah sebagai berikut : 
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a. Semoga pelayanannya lebih di tingkatkan lagi dari sebelumnya. 
b. Petugas lebih mengutamakan keadilan jangan ada pandang 
bulu dan golongan. 
4.4 Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Pelayanan 
Publik di Kecamatan Maritengngae 
 Pelaksanaan tugas pelayanan dalam strukutur organisasi tidak 
selamanya berjalan dengan baik seperti yang kita harapkan, terkadang 
dalam pelaksanaannya aparat pemerintah mengalami kendala – kendal 
atau faktor penghambat, namun disamping itu adapula faktor – faktor yang 
menjadi pendukung jalannya prosedur pelayanan. Demikian halnya 
pelaksanaan pelayanan pemerintah yang ada di daerah – daerah lain, 
pelaksanaan layanan pemerintah yang berlangsung di Kecamatan 
Maritengngae dipengaruhi oleh beberapa faktor – faktor, baik itu faktor -
yang menjadi pendukung jalannya pelayanan maupun faktor yang 
kemudian menjadi penghambat pelayanan itu sendiri. 
 Berikut ini akan diuraikan lebih lanjut mengenai faktor – faktor yang 
kemudian menjadi penghambat atau pun pendukung jalannya pelayanan 
di Kecamatan Maritengngae ; 
4.4.1 Sumber Daya Aparatur 
 Untuk memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat 
sangat dibutuhkan aparatur – aparatur pemerintah yang memiliki 
kualitas sumber daya manusia yang handal, untuk itulah kemudian 
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dapat dikatakan keberhasilan suatu pelayanan salah satunya sangat 
ditentukan oleh kualitas aparat yang ditunjuk sebagai pelayanan 
publik. Kemampuan dalam hal ini yaitu baik dari segi kemampuan 
keilmuan atau wawasan maupun dari segi kemampuan yang dimiliki, 
aparat yang mempunyai kreativitas dalam pelaksanaan tugas 
senantiasa mengacu kepada peraturan perundang – undangan yang 
telah ditetapkan serta memperhatikan ketepatan sasaran dalam 
pelaksanaan fungsi pelayanan dan menempatkan disiplin serta 
tanggung jawab sebagai prinsip utama. Untuk itu, apabila aparat yang 
kurang memiliki sumber daya manusia, aparat yang dimaksud maka 
kemungkinan hasil yang diperoleh tidak akan maksimal sesuai dengan 
apa yang diharapkan. 
4.4.2 Kesadaran Masyarakat 
 Salah satu faktor yang turut mempengaruhi pelaksanaan tugas 
pelayanan pemerintah di wilayah Kecamatan Maritengngae adalah 
faktor kesadaran masyarakat. Kesadaran masyarakat dimaksudkan 
ialah kesadaran untuk mempersiapkan segala yang menjadi 
persyaratan untuk melakukan suatu urusan pelayanan di kantor 
desa/kelurahan, relasi antara aparat pemerintah dengan masyarakat 
memang harus saling mendukung agar dapat mencapai tujuan yang di 
harapkan, baik itu dari pihak masyarakat maupun dari aparat 
pemerintah sendiri. 
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 Sesuai pengamatan di lapangan, ada beberapa masyarakat yang 
kurang memahami dan menyadari dengan pengurusan yang 
seharusnya sudah wajib di miliki. olehnya itu, ketika akan melakukan 
pengurusan seperti KK, KTP, dan Akte Kelahiran, keinginan mereka itu 
segera selesai dengan cepat tetapi mereka kadang memperhatikan 
apa yang seharusnya menjadi persyaratan. Dengan keadaan seperti 
ini, dalam artian kurangnya kesadaran masyarakat bagaimana 
menciptakan kerja sama antara apatar pemerintah. Sebaliknya, jika 
mereka benar sadar tanpa harus ada paksaan maka akan 
menciptakan relasi atau kerja sama yang baik antara pemerintah 
dengan masyarakat. 
4.4.3 Sarana dan Prasarana 
 Salah satu faktor pendukung atau bisa menjadi penghambat 
prosedur pelayanan yaitu saran dan prasarana. Dengan adanya 
sarana pelayanan beraneka ragam jenis dan fungsinya dapat 
membantu pelayanan pada masyarakat lebih efisien dan efektf. Untuk 
itu bahwa sarana dan prasaran dapat dikatakan sebagai pendukung 
dikarenakan dapat membantu prsoes pelayanan, begitu pula 
sebaliknya, jika sarana dan prasaran kurang memadai, maka bisa 
menghambat prosedur pelayanan. Darihasil wawancara dengan 
kepala desa dan kelurahan sarana dan prasarana yang ada di kantor 
sudah cukup memadai dan sangat menungjang jalannya pelayanan 
walaupun sarana dan prasaranya sederhana. 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
Pada bab IV telah diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 
tentang efektifitas pelayanan publik di Kecamatan Maritengngae. Dalam 
bab ini akan membahas beberapa kesimpulan serta saran yang 
berhubungan dengan hasil penelitian. 
5.1. Kesimpulan  
1. Persepsi masyarakat terhadap efektifitas pelayanan publik di 
Kecamatan Maritengngae sudah terlaksana dengan baik. Hal ini 
terbukti dari hasil jawaban para respondenberdasarkan hasil 
penelitian dilihat dari indikator yaitu  
1) Kesederhanaan 




6) Keadilan yang merata 
7) Ketepatan waktu 
Dari tujuh indikator tersebut yang menunjukkan hasil responden 
berada pada kategori sedang.Hal ini berarti bahwa penyelenggara 
pelayanan di Kecamatan Maritengngae menandakan bahwa tingkat 
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pelayanannya sudah baik, namun masih perlu ditingkatkan baik dari segi 
kualitas maupun kuantitasnya. 
2. Adapun mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi efektifitas 
pelayanan publik di Kecamatan Maritengngae berdasarkan hasil 
penlitian adalah : 
a. Sumber Daya Aparatur 
Pelayanan akan berjalan maksimal jika didukung oleh 
sumber daya manusia yang memadai dan memiliki tingkat 
kemampuan fungsional pelayanan di Kecamatan Maritengngae. 
Aparat pelayanan yang bertugas di Kecamatan merupakan lulusan 
SLTA dan Sarjana, sehingga dapat dipastikan pelayanan yang 
diberikan kepada masyarakat telah berjalan dengan maksimal. 
Selain itu pengalaman dan telah sering melakukan pelatihan 
(diklat). 
b. Sarana dan Prasarana 
Sarana dan prasarana yang merupakan salah satu 
penunjang berjalannya suatu proses pelayanan publik seperti 
halnya dengan SDM di Kecamatan Maritengngae. Sarana dan 
prasarana fasilitas pelayanan publik yang ada di kantor – kantor 
Kecamatan Maritengngae  telah mencukupi, hal ini menunjukkan 
bahwa masyarakat merasa nyaman jika datang ke kantor 
melakukan pengurusan. 
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c. Kesadaran Masyarakat 
Hasil penelitian di Kecamatan Maritengngae tentang 
kesadaran masyarakat masih ada yang belum terlalu paham 
tentang pentingnya kepemilikan administrasi kependudukan 
seperti KK, KTP, AK, di karenakan masyarakat aktifitas 
kesaharian mereka dan ada juga sebagian masyarakat yang 
akan sadar hal tersebut.  
5.2. Saran 
a. Dengan melihat persepsi apartur pemerintah daerah dalam tugas, 
pokok dan fungsi pelayanan ditinjau dari sikap dan norma-norm, 
sopan santun dlama pelayanan terhadapmasyarakat, pelaksanaan 
pelayanan di kantor desa/kelurahan dan penilaian masyarakat 
terhadap pelayanan tersebut, diharapkan pemerintah sebagai 
pelaku utama atau pengendali jalannya sistem pemerintahan agar 
bisa lebih meningkatkan pelayanan khususnya layanan dibidang 
administrasi kependudukan dan lebih dekat serta memperhatikan 
kebutuhan masyarakat. Memperhatikan dalam segi peningkatan 
kualitas, kemudahan, ketapatan waktu, ekonomis, serta keamanan 
dalam memberikan pelayanan. 
b. Agar pemerintah lebih memperhatikan,menjaga dan merawat 
sarana prasaranayang telah ada. 
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c. Kurangnya kesadaran masyarakat akan  prosedur yang seyognya 
dilengkapi dalam memperoleh suatu pelayanan menjadi suatu 
faktorpenghambat dalam prosedur pelayanan, maka dari itu 
masyarakat harus lebih memahami dan memperhatikan prosedur 
dalam memperoleh pelayanan. Jadi pemerintah lebih bekerja keras 
untuk mensosialisasikan kepada masyarakat akan pentingnya 
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